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Kedaulatan pangan adalah hak.
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Teknologi kematian bukan hal baru bagi

Filosofi ini tercetus dalam seminar perusahaan Monsanto. Bersama enam

kampanye kedaulatan pangan yang [ perusahaan Amerika lainnya, Monsanto

diadakan Federasi Serikat
Petani Indonesia (FSPI) di
Lampung

telah menghasilkan satu senjata
4 kimia yang paling berbahaya, I O
Agent Orange.
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Terlalu banyak masalah di dalam UU No.7/2004.
Diantaranya ada pasal-pasal yang sangat tidak
memihak rakyat. Nantinya yang akan
diakomodasi akan terus kepentingan
perusahaan, karena dia membayar 1 3

kepada pemerintah
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Belajar dari Semangat
Perlawanan KAA 1955 terhadap Nekolim

ada bulan April 2005, ada tiga momentum penting bagi puluhan juta buruh tani dan
P petani Indonesia yang bergerak menuntut pelaksanaan Pembaruan Agraria. Momentum

penting yang pertama adalah pada tanggal 17 April merupakan Hari Perjuangan Petani
Internasional. Kedua, adalah pada tanggal 20 April yang diperingati oleh petani dan buruh
tani Indonesia sebagai Hari Hak Asasi Petani Indonesia. Ketiga, adalah pada tahun ini
diperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan padal824 April 1955.

“Apabila Barong Liong Sai dari Tiongkok bekerja sama dengan Lembu nandi dari India,
dengan Sphinx dari Mesir, dengan Burung Merak dari Birma, dengan Gajah puti h dari Siam,
dengan Ular Hydra dari Vietnam, dengan Harimau dari Filipina, dan dengan Banteng dari
Indonesia, maka pastilah kolonialisme intersnasional hancur lebur......,” demikian tulisan Bung
Karno sebelum dimasukkan ke penjara Sukamiskin di Bandung oleh pemerintah kolonial
Belanda.

Semangat perlawanan demikian muncul dalam situasi penjajahan yang kejam. Bertahun-
tahun sejak 1928 Bung Karno, meng-impikan suatu gerakan yang luas hingga Asia-Afrika.
Karena secara spiritual gerakan Asia-Afrika bertalian satu sama lainnya, adanya perjuangan
memperthanakan dan memerdekakan diri. Persamaan nasib yang demikian itu akan
memunculkan persamaan sikap dan persamaan perasaan. Tentunya persamaan perlawanan.

Demikianlah, pada akhirnya pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Bandung
dilangsungkan pertemuan yang dikenal dengan nama Konferensi Asia Afrika. Indonesia
termasuk sebagai salah satu negara penggagas. Beberapa penggagas lainnya adalah Burma
(sekarang Myanmar), Ceylon (Sri Lanka), India, dan Pakistan. Selanjutnya, negara-negara
yang berpartisipasi dalam KAA tersebut ada sebanyak 24 (tidak termasuk negara-negara
pengundang).

Pertemuan yang berlangsung penuh semangat membara itu membahas masalah-masalah
yang menjadi kepentingan dan kepedulian bersama negara-negara Asia dan Afrika dan
mendiskusikan jalan serta cara agar rakyat di kedua benua itu bisa mencapai kerja sama
penuh di bidang ekonomi, kebudayaan, dan politik. Sebagai jawaban alternatif dari dua blok
kekuatan saat itu, blok barat dan blok timur. Blok barat yang mewakili Amerika dan
sekutunya dan blok timur yang mewakili Russia dan sekutunya.

Kekuatan baru ini begitu penting bagi perubahan dunia. Bayangkan Asia-Afrika merupakan
pusatnya kebudayaan dunia, tempat lahirnya agama-agama besar dunia, sebagian besar
penduduk dunia berada di Asia-Afrika, dan sumbernya kekayaan alam. Dengan kekuatan
demikian maka lahirlah Dasa Sila Bandung yang begitu bersejarah. Baik untuk negara-negara
Asia-Afrika sendiri maupun dunia.

Yang perlu kita ingat KAA 1955 bukan hanya sekedar Dasa Sila Bandung. Dasa sila itu
hanya sebagai akhir dari komunike bersama, Final Communique. Dibalik itu ada sebuah
proses yang dalam dan filosofis. Gegap gempitanya dunia saat itu fokus pada persoalan politik,
yakni perjuangan kemerdekaan melawan penjajahan. Padahal didalamnya ada juga hal
penting lainnya. Ekonomi dan Budaya sebagai landasan pembangunan bangsa-bangsa.

Kini, 50 tahun setelah perhelatan KAA 1955, perubahan dunia begitu hebat. Secara kasat
mata penjajahan seperti saat itu tak ada lagi. Namun hakekat sebuah penindasan, penjajahan
dan hegemoni dalam bentuk lain muncul. Neokolonialisme dan imperialisme, bagi banyak
orang adalah hanya sebagai artefak sejarah. Namun bagi petani, buruh tani, buruh, kaum
miskin di perkotaan, perempuan, Nekolim itu begitu nyata. Hanya wajah dan bentuknya saja
berubah.

Kemerdekaan, perdamaian, kedaulatan dan kemakmuran masih impian bagi Asia-Afrika dan
belahan bumi lainnya seperti di Amerika Latin dan Arab. Nekolim belum mati. Mereka makin
merajalela, makin tak berprikemanusiaan. Proses alienasi, penjajahan ekonomi, penindasan
politik, perang dan penundukan dilakukan dalam berbagai model.

Blok Timur, barat, berubah menjadi WTO, Bank Dunia, IMF, ADB atau perjanjian
keamanan.

Penjajahan ekonomi, politik ini bisa berkembang pesat karena praktek-praktek dari
organisasi internasional seperti Bank Dunia, International Monetary Fund (IMF), termasuk
juga World Trade Organisation (WTO) yang hanya mewakili kepentingan segelintir negara
kaya di dunia. Negara-negara kaya yang diwakili oleh Amerika Serikat dan sekutunya inilah
yang menjadi garda depan neoliberalisme. Penjajahan fisik yang dulu ditulis sejarah dalam
kolonialisme dan imperialisme barat kini akhirnya terulang lagi.

Tak Ada lain kata, selain menguatkan barisan perlawanan, melalui organisasi,dan
organisasi sekali lagi melalui organisasi! (ay)

@ tanggap

Kembalikan semangat Dasa Sila Bandung

Konferensi Asia-Afrika 1955, 50 tahun lalu. Semangatnya tetap menyala hingga kini. Saksi hidup

seperti Cak Roeslan Abdulgani, bisa memberikan kepada kita sebuah pengalaman yang hidup
tentang pertemuan itu. Namun sayang, saat ini pemerintah di Asia-Afrika justru telah jauh dari
semangat Dasa Sila Bandung. Kita semua harus sedar bahwa penjajahan, nekolim belum mati.
Hanya berubah bentuk saja.

Apa yang dilakukan oleh FSPI dan organisasi lainnya dalam peringatan KAA ini diharapkan
memberikan alternatif jalan bagi kaum tani dan kaum buruh. Jangan sampai hanya nostalgia,
kosong tak bermakna. Seperti yang digagas pemerintah, hanya sekedar jalan bagi investasi dan
utang lebih banyak lagi bagi negara-negara Asia-Afrika. Terima kasih.

Mas'ud, SPJT, Jawa Timur

Keluhan dan anjuran petani jagung

Kepada teman-teman petani. Saya informasikan. Sudah berkali-kali ini, apa yang saya lakukan di

ladang/lahan seakan tak banyak perubahan. Dalam pengalaman, bibit palsu, pupuk langka, air
sulit dan harga yang anjlok selalu menghatui. Dan anehnya hantu itu selalu datang, bahkan
mengajak teman lainnya seperti hama jagung. Jagung jadi mengkeret. Jadi kopong, tak berisi.
Bahkan layu kering. Terus jaminan dari pemerintah ? tak ada sama sekali. Paling hanya
pernyataan dikoran. Sumbangan beras Raskin. Atau bahkan paling mujarab adalah datang ke
lokasi. Itulah sekelumit cerita pendek. Singkatnya saya, melalui Pembaruan Tani iningin
menyampaikan bahwa, keluarga tani, dimanapun harus bisa berdaya upaya pada kaki sendiri

seperti apa yang telah kita lakukan selama ini. Jangan harapkan bantuan dari luar, bantulah diri

kita melalui pendidikan, organisasi. Tak ada kata terlambat. Pengalaman sudah membuktikan.
Butuh bukti apa lagi? Terima kasih.

Supriyanto, Jawa Tengah
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10 TAHUN
CUKUP SUDAH!

TO keluar dari pertanian,
ungkapan yang sudah lama
didengungkan oleh Via

Campesina, organisasi petani
internasional beserta jutaan anggotanya.
Di sudut-sudut negara mulai dari
Indonesia hingga ke India, jauh di benua
Amerika sana ada Brasil, serta banyak
negara lainnya, para petani mulai
mengangkat cangkulnya dan berteriak
“cukup sudah 10 tahun WTO bagi kami”.
Para petani inilah nafas bagi pertanian
dunia. Mereka setiap hari tak lekang asa
mencangkul, membajak, mengolah
dengan telaten tanah mereka. Berjuta-
juta lainnya bahkan tak punya tanah
akibat neoliberalisme yang meraja. Inilah
yang menjadi tuntutan utama mereka.

Hari perjuangan petani internasional

Di setiap tanggal 17 April setiap
tahunnya, diperingati Hari Perjuangan
Petani Internasional. Di hari ini, petani
memperingati keringat, darah dan
usahanya. Perjuangan selama ini
melawan WTO dan perjanjian-perjanjian
perdagangan bebas telah menjadi agenda
akhir-akhir ini.

Di dalam negeri, petani dari Cibaliung
pun turun, menyusul petani dari
Wonosobo, Batang, dan daerah lain di
Indonesia. “Hasil-hasil yang membawa
malapetaka selama 10 tahun dari
kebijakan pertanian dan perdagangan
WTO sudah cukup mengiris hati kami”,
seru mereka.

Sementara itu, kebijakan berorientasi
ekspor selama ini ternyata tidak sesuai
dengan apa yang terjadi di lapangan.
Ekspor yang dipaksakan untuk
menambah pendapatan negara-negara
miskin ternyata digunakan sebagai
alasan untuk terus membeli barang yang
tak tercukupi dari impor. Contohnya
Indonesia, dengan pertumbuhan yang
diyakini sebesar 6 persen, ternyata
kenyataan di desa-desa tak membuat
para petani tambah makmur.

“Beberapa dari mereka malah tak
memiliki tanah”, begitu kata

PERINGATAN HARI PERJUANGAN TANI DI BERBAGAI NEGARA

Somaeripetani dari Jawa Tengah sana.
Itulah yang aneh. Negara mengaku
makmur, tapi rakyat kelaparan. Dengan
dalih inilah, WTO bersama lembaga
internasional lain memaksakan impor
atas bahan-bahan pangan di Indonesia.
Demikian pula yang terjadi di negara
lain, ujar Indra Lubis dari FSPI.

Di Brasil, pertumbuhan sebesar 5.5%
tidak mendorong petani menjadi
makmur. Malah kekuatan dan kekayaan
mengerucut pada segelintir tangan-
tangan tertentu. Perusahaan-perusahaan
multinasional, laba, dan investasi
memang lebih disayang WTO daripada

W10 Kills

mayoritas rakyat di dunia yang
menderita kemiskinan.

Pada tanggal inilah petani, buruh tani,
petani perempuan, perempuan pedesaan,
komunitas lokal dan rakyat tanpa tanah
bekerja sama dengan berbagai unsur
masyarakat dari bidang lingkungan,
kesehatan, solidaritas dan organisasi
akar rumput lainnya untuk
memberitahukan kepada dunia tentang
apa yang terjadi dari neoliberalisme,
WTO, dan antek-anteknya.

WTO keluar dari pertanian
“Ada dua kecenderungan di dunia dan
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“Hasil-hasil yang membawa malapetaka
selama 10 tahun dari kebijakan pertanian
dan perdagangan WTO sudah cukup
mengiris hati kami”

Via Campesina, sebuah organisasi pergerakan petani internasional, mengkoordinir
aksi petani se-dunia untuk memperingati hari perjuangan petani internasional yang jatuh
pada tanggal 17 April 2005. Hampir seluruh anggota Via Campesina di berbagai negeri

melaksanakan peringatan hari tani tersebut.

Berbagai kegiatan digelar, mulai dari seminar, workshop, diskusi, sampai aksi turun
kejalan. Berikut rangkaian kegiatan para petani di berbagai negara di dunia:

Indonesia, pada tanggal 18 April Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)
melakukan aksi menuntut penghentian impor beras dan menyerukan agar WTO keluar
dari pertanian. Tanggal 19-20, diadakan Konferensi Gerakan Rakyat, pada tanggal 21
FSPI menggelar aksi simbolik di bundaran HI, kemudian tanggal 22 aksi ke istana
negara menolak Neokolonialisme dan Imperealisme (NEKOLIM).

Filipina, petani melakukan aksi di Departemen Pembaruan Agraria yang berlangsung
sebulan, mereka menuntut tanah yang telah dikuasai negara agar dikembalikan kepada

petani.

Pakistan, pada tanggal 10-16 April kelompok masyarakat sipil melakukan aksi
menolak perdagangan bebas dan pemaksaan liberalisasi ekonomi. Tanggal 14 April
petani Pakistan (Kissan), melakukan kongres dan aksi di Multan, mereka menolak
subsidi pertanian di negara-negara barat yang tidak adil dengan menggunakan

ketentuan Kesepakatan Pertanian (AoA).

India, aksi petani KRRS (serikat petani di India) dan petani perempuan Green Brigade
di Kamataka, menuntut India keluar dari keanggotaan Organisasi Perdagangan Dunia
(WTQO) dan menuntut pemerintahnya menghentikan subsidi impor pertanian.

Belgia, tanggal 17 April terjadi aksi protes dan aksi budaya, dalam aksi itu digelar
pemutaran film tentang kriminalitas di sektor pertanian di depan bursa Brussel.

Perancis, serikat petani Perancis mengorganisir pasar rakyat di kota paris pada
tanggal 16-17 April. Selain itu, mereka melakukan lokakarya pembaruan agraria,
kedaulatan pangan dan Hak Asasi Manusia (HAM).

Jerman, tanggal 2-9 April diadakan kongres Perempuan Pedesaan. Tanggal 18
digelar aksi menolak jagung GMO dan penolakan terhadap persetujuan negara untuk

memasukkan jagung GMO ke Jerman.

Italia, diadakan diskusi di beberapa kota tentang perjuangan petani di Brasil dengan

dua jalan yang dapat kita pilih sebagai
petani”, begitu kata M. Harris Putra,
wakil petani di Via Campesina sana.
Satunya adalah peperangan militer dan
ekonomi, satu lagi adalah solidaritas
global. “Kami lebih memilih solidaritas
global”, jelasnya lebih lanjut.

Untuk itulah ada kedaulatan pangan
yang menjadi dasar solidaritas global ini,
yang merupakan sebuah jalan alternatif
untuk menjamin keberlanjutan masa
depan penduduk dunia. Setiap negara
harus memiliki kesempatan untuk
menentukan kebijakan pertanian
nasionalnya sendiri. Hal ini selain
berguna bagi pengaturan yang lebih baik,
di sisi lain memang pastilah kita sendiri
yang mengetahui rakyat kita sendiri,
bukan pihak lain, negara lain, atau
lembaga internasional yang memaksakan
kehendak mereka.

Via Campesina selanjutnya
mengatakan, bahwa petani sendirilah
yang harus menentukan pertanian dan
akses pangan. Karena selain merupakan
hak, kedua hal tersebut adalah benda
publik yang haram diprivatisasi.
Kedaulatan pangan menjadi sah disini,
karena hak utama seperti air, pendidikan
dan kesehatan adalah termasuk di
dalamnya.

Jika semuanya tidak diubah sesegera
mungkin, tentunya lingkungan, air,
sumber-sumber produksi dan sistem
pangan kita akan dihancurkan oleh WTO
dan antek-anteknya ini. Padahal
faktanya, PBB telah mendukung data
dan penelitian Via Campesina, agar
segera terjadi perubahan ke arah
kebijakan yang mendorong keberlanjutan
produksi pangan berbasiskan petani.

Seperti kata petani yang berjuang
kemarin tanggal 17 April, “10 tahun
cukup sudah. Ya, tolak WTO! WTO
keluar dari pertanian”, ujar mereka.
Tampang mereka tidak menunjukkan
kebodohan, tidak pula surut, tidak pula
takut. Mereka berani, pantang menyerah,
serta terus-menerus menuntut hak-
haknya. (mi)

mengundang Marcelo Durao de Olivier anggota MST (serikat petani di Brasil) dari Brasil.

Austria, tanggal 19-20 April aksi memprotes rendahnya harga susu petani dengan
membangun tenda di depan pabrik susu dan dihadiri Jose Bove petani dari Prancis.

Swiss, Serikat Petani Swiss melakukan aksi menekan pemerintah lokal untuk
memperhatikan unsur kedaulatan pangan dalam setiap pengamnilan keputusan.

USA, Koalisi Nasional Keluarga Petani di Madison mengadakan aksi pada tanggal 18
April. Di hari yang sama terjadi juga aksi di depan Bursa Saham Chicago untuk menolak
manipulasi harga produk susu. Selain itu, ada juga aksi di depan Consulat Brazil di
Chicago untuk mendukung perjuangan petani MST, dan aksi penolakan terhadap
Kesepakatan bilateral antara USA dan Republik Dominika CAFTA.

Canada, tanggal 15 April digelar Festival pertunjukan pembunuhan oleh Perusahaan
Multinasional (TNC) terhadap pertanian dan masyarakat petani di Montreal. Kemudian
tanggal 17 diadakan piknik bersama serta membagikan makanan gratis dengan
melibatkan anak-anak dan rangkaian diskusi kebijakan pangan, Krisis pertanian di

Quebec, urbanisasi.

Honduras, tanggal 18 April Aksi di depan Kongres Nasional dan konfrensi pers

tentang perjuangan petani dunia.

Brasil, tanggal 17 April terjadi aksi di berbagai ibu kota negara bagian untuk
menghukum pelaku pelanggaran Hak Azasi Petani (HAP) di pedesaan Brasil.

Venezuela, tanggal 10-17 April diadakan aksi Sepekan menolak kemiskinan dan
perdagangan bebas. Tanggal 16 April, diadakan aksi global di depan kantor IMF dan
World Bank menolak hutang baru dan hutang lama. Selain itu, terjadi aksi menolak
Monsanto dan produk GMO di di depan kantor Monsanto di Caracas.

Paraguay, tanggal 10- 17 April, MCP (serikat petani di Paraguay) melakukan aksi
sepekan dengan tema “Hari Hak Guna Mendapatkan Akses Terhadap Tanah”.

Argentina, tanggal 14 April terjadi aksi di provinsi Cordova, juga diadakan debat
publik dan festival penutupan demonstrasi di Mitre Seat de Villa Dolores. Cuba, tanggal
27-30April, petani Cuba melakukan aksi menolak perdagangan bebas regional.

CostaRica, organisasi petani perempuan dan organisasi peternak melakukan aksi ke
Badan legislative untuk menolak perdagangan bebas. (cr)
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KEDAULATAN PANGAN
UNTUK RAKYAT

Kedaulatan pangan adalah hak. Filosofi ini tercetus dalam seminar kampanye kedaulatan pangan
yang diadakan oleh Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di Lampung

risis pangan di beberapa daerah
Kdi Indonesia dan bantuan

pangan ke Aceh pasca Tsunami
menjadi beberapa persoalan yang
muncul dalam Seminar Nasional
“Kampanye Nasional Kedaulatan
Pangan” yang diselenggarakan Federasi
Serikat Petani Indonesia (FSPI) dan
Serikat Petani Lampung. Seminar
dilaksanakan selama satu hari pada
tanggal 28 Maret 2005, di Balai
Pelatihan Kesehatan Propinsi Lampung.

Seminar diikuti dua belas Serikat
Petani anggota FSPI dan beberapa
Ormas dan NGO Lampung yang konsens
terhadap persoalan pangan. Hadir dalam
seminar tersebut staff dari Dinas

Pertanian Propinsi Lampung dengan
narasumber sekjen FSPI Henry Saragih,
Agus Syah Putra dari Permata Aceh,
Mahdi petani dari Nusa Tenggara Barat
dan Galih dari NGO Lampung.

Menurut Henry Saragih, krisis
pangan di Indonesia tidak akan terjadi
bila ada jaminan terhadap pola distribusi
dan peningkatan daya beli kelompok
miskin. Kurangnya ketersediaan beras
dalam negeri baik ditingkat nasional
maupun ditingkat propinsi, bukan
disebabkan rendahnya jumlah produksi
tapi distribusi yang tidak merata.
Pangan di Indonesia masih cukup
banyak dan baik sehingga pemerintah
tidak ada alasan untuk membuka keran
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import pangan terutama beras.
Dikatakan, ketidakberpihakan
pemerintah kepada rakyat terutama
petani akan makin membuat kesulitan
bagi rakyat bila tidak segera merubah
kebijakan dasar di bidang pangan secara
konprehensif.

Seperti kita ketahui, Tujuh kabupaten
di NTT yang melaporkan kondisi krisis
pangan adalah Lembata, Flores Timur,
Sumba Barat, Sumba Timur, Timor
Tengah Selatan, Belu dan Sikka. Krisis
pangan dan ancaman kelaparan tampak
nyata di enam kecamatan di Kabupaten
Lembata, Nusa Tenggara Timur. Saat ini
warga di sejumlah desa di Kecamatan lle
Ape dan Lebatukan terpaksa

mengonsumsi makanan langka, yakni
buah Bakau dan Kacang Hutan.

“Untuk itulah kita menegaskan
pemerintah harus segera melaksanakan
kedaulatan pangan, demi tegaknya
kedaulatan rakyat. Dalam upaya
menciptakan kedaulatan pangan menuju
kepada keamanan pangan yang sejati,
pemerintah haruslah melaksanakan
kebijakankebijakan yang
mempromosikan keberlanjutan,
berlandaskan pada produksi pertanian
keluarga dan menggantikan peran
industri yang berorientasi pertanian
eksport,” Ujarnya.

Sementara itu menurut Galih,
mengatakan bahwa untuk mencapai



kedaulatan pangan, faktor-faktor produksi
harus dikuasai oleh petani. Faktor produksi
tersebut tidak hanya tanah dan air tetapi
juga alat produksi seperti mesin dan alat
kerja.

Persoalan pangan juga melanda Aceh
Pasca Tsunami. Aceh dibanjiri bantuan
pangan yang tidak jelas asal-usulnya.
Menurut Agus Syahputra, awalnya Aceh
tertutup dari siapa saja karena adanya
Darurat Militer dan Sipil tapi sekarang
setelah bencana Tsunami, Aceh sangat
terbuka bagi siapa saja. Ratusan truk setiap
hari lalu lalang ke Aceh membawa bantuan
pangan. Bantuan pangan bagi Aceh telah
mematikan petani Aceh yang tidak kena
Tsunami karena suplai bantuan yang besar
tersebut akan membuat harga turun pada
waktu enam bulan ke depan. Sementara itu
kita juga tidak tahu apakah bantuan bahan
pangan tersebut bebas GMO atau tidak.

“Kepentingan dunia untuk
memperebutkan Aceh sangat besar, seperti
kunjungan Bush Senior dan Clinton.
Sementara pesawat dengan sangat dekat
memonitor Aceh setiap hari termasuk
merapatnya kapal induk milik Amerika,”
Lanjut Agus.

Di Nusa Tenggara Barat, pembanguan
berbagai fasilitas daerah seperti Bandar
Udara, Hotel, ekplorasi tambang yang
mengambil ratusan hektar tanah petani,
telah mengancam kelangsungan hidup dari
ribuan jiwa petani di NTT. Demikian
disampaikan salah seorang petani dari NTT,
Mahdi. Gagal panen sepanjang Pesisir
Selatan Lombok lebih dikarenakan hujan
yang tidak turun, sehingga mengakibatkan
bulir padi tidak sempurna.

Beberapa rangkuman yang dihasilkan
dalam seminar tersebut diantaranya adalah
kedaulatan pangan adalah konsep yang
berpijak kepada kedaulatan rakyat yang
dalam prosesnya terintegrasi dengan
reforma agraria. Prinsip ketahanan pangan
yang memberikan kepada pasar untuk
mengurus masalah pangan ternyata tidak
mampu menciptakan kesejahteraan bagi
umat manusia. Malah menciptakan
ketidakadilan dan menghancurkan
lingkungan hidup. Kampaye kedaulatan
pangan harus terus dilakukan dengan
perubahan-perubahan kebijakan dalam
skala yang lebih kecil seperti dengan
mengeluarkan peraturan ditingkat desa,
kabupaten, propinsi. Selain itu melakukan
counter kebudayaan yaitu bagaimana kita
melawan kebudayaan yang pro pasar
dengan melahirkan kebudayaan lokal dan
symbol-simbol pangan kita.

Negeri Indonesia yang dikenal subur
dengan pertanian menjadi tulang punggung
ekonomi sebagian besar masyarakatnya
ternyata tidak menjamin rakyatnya cukup
pangan. Persoalan pangan yang selama ini
diserahkan kepada pasar ternyata malah
mengakibatkan krisis pangan di beberapa
wilayah Indonesia. Pasar tidak perduli
dengan kelaparan, pasar hanya mengejar
keuntungan semata. Pasar yang digerakan
oleh kaki tangan kapitalisme telah
menyengsarakan jutaan rakyat Indonesia.
sudah saatnya kita mengurus pangan kita
sendiri dan tidak menyerahkannya kepada
mekanisme pasar yang liberal. Kedaulatan
atas Pangan adalah hak setiap umat di bumi
ini, karena persoalan pangan adalah
persoalan keberlanjutan kehidupan umat
manusia di bumi. (Tz)
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Aksi petani anggota Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) di depan Departemen Perdagangan, Jakarta (18/04). Mereka menuntut

pemerintah untuk menghentikan impor pangan.

FSPI: Stop
Impor Pangan'

elemen gerakan rakyat lainnya menggelar aksi

menuntut penghentian impor pangan di depan
kantor Departemen Perdagangan di Jakarta, Senin (18/4).
Aksi tersebut diselenggarakan pada memontum peringatan
hari perjuangan petani internasional yang jatuh pada
tanggal 17 April, sekaligus juga memperingati hari Hak
Asasi Petani Indonesiayang jatuh tanggal 20 April.

FSPI menganggap kemiskinan, kelaparan dan
ketertinggalan baik yang dialami Indonesia maupun
berbagai belahan dunia lainnya merupakan akibat dari
tidak dipenuhinya hak-hak rakyat untuk menguasai
sumber-sumber agraria yang penting bagi kehidupan.
Kebijakan neoliberalisme yang diterapkan oleh pemerintah
di Indonesia dan berbagai negara lainnya telah
mengakibatkan kebodohan global.

Kebijakan neoliberalisme yang berpijak pada mekanisme
pasar bebas dan pengurangan peran negara dalam
menguasai sumber-sumber ekonomi penting, telah
membawa kekayaan agraria bangsa kepada kekuasaan
para pemodal besar dan perusahaan-perusahaan
multinasional. Dibawah kebijakan pembangunan yang
dipaksakan oleh Worl Bank, IMF, dan ADB negara-negara
miskin semakin terjepit. Utang yang ditanggung rakyat di
negara-negara miskin semakin besar malahan sudah pada
taraf tidak terbayar. Perundang-undangan tidak lagi
memihak kepada kepentingan rakyat banyak.

Secara global, kesepakatan-kesepakatan yang diatur
WTO semakin menyudutkan kaum miskin dan
memberikian angin kepada perusahaan multinasional
untuk mengembangkan sayapnya. Sepuluh tahun WTO
berdiri, telah menciptakan teror kemiskinan, kelaparan
dan ketidakadilan global terutama di pedesaan yang
sebagian besar adalah petani.

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) beserta

Tuntutan aksi

Dengan meliberalisasi perdagangan antar negara,
produk impor pangan murah membanjiri negara-negara
miskin. Produk tersebut berasal dari negara-negara kaya
yang kelebihan produksi, sehingga mereka menjualnya
dengan harga murah. Hal itu membuat poisisi petani di
negara-negara dunia ketiga semakin terdesak. Ujung-
ujungnya mengancam kedaulatan pangan negara-negara
miskin. Oleh karena itu, FSPI dengan tegas menolak impor

pangan.

Tuntutan lain dalam aksi di depan kentor Departemen
Perdagangan itu antara lain, (1) Menolak pangan
Transgenik (GMO), (2) Menuntut peningkatan subsidi bagi
petani guna membangun sistem pertanian Indonesia yang
berdikari dan mensejahterakan kehidupan petani, (3)
Membangun sistem pangan nasional bersandar pada
prinsip-prinsip kedaulatan pangan yang menjamin
kedaulatan negara, rakyat, dan petani untuk menentukan
kebijakan pangan di tingkat lokal dan nasional, (4)
Mengusir WTO dari urusan pertanian dan membangun
organisasi perdagangan alternatif di tingkat dunia, (5)
Mengadili pelanggar Hak Asasi Petani dan membebaskan
petani yang tengah memperjuangkan hak asasinya dari
penahanan, serta menghentikan kekerasan kepada petani,
(6) Melaksanakan Pembaruan Agraria sejati, dengan
mempertahankan Undang-undang Pokok Agraria Tahun
1960 (UUPA 60), dan mencabut undang-undang
sumberdaya air, undang-undang perkebunan, serta
menghentikan upaya revisi terhadap UUPA 60 untuk
meliberalkan UU yang mengatur tentang kekayaan agraria
di Indonesia.

Hari peringatan

Hari perjuangan petani internasional diadakan untuk
memperingati pembunuhan terhadap 19 buruh tani
anggota Gerakan Petani Tanpa Tanah (MST) di Parana,
Brasil, pada tanggal 18 April 1996. Mereka tengah berjuang
untuk menduduki lahan pertanian. Pada saat yang sama
tengah berlangsung konferensi kedua La Via Campesina
(Gerakan Petani Internasional) di Tlaxcala, Meksiko.
Untuk memperingati perjuangan jutaan buruh tani dan
petani yang berjuang untuk mendapatkan kembali sumber-
sumber agraria, maka hari itu dijadikan sebagai hari
perjuangan petani internasional.

Sedangkan hari Hak Asasi Petani Indonesia,
dilakasanakan untuk memperingati Konferensi
Pembaruan Agraria dan Hak Asasi Petani yang diadakan di
Cibubur tanggan 20 April 2001. Pada saat itu berhasil
dideklarasikan Hak Asasi Petani sebagai upaya untuk
melindungi nasib petani yang selama ini menjadi korban
penindasan. Kini piagam Hak Asasi Petani tersebut sedang
diperjuangkan untuk menjadi konvenan internasional. (cr)
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Peringatan 50 Tahun KAA
Dihantul Neoliberalisme

PENGANTAR REDAKSI

Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI) pada tanggal
18-22 April menyelenggarakan Konferensi Rakyat untuk
memperingati 50 tahun Konferensi Asia Afrika dengan
mengusung tema, “Memperkuat Gerakan Rakyat untuk
Menegakkan Kehormatan dan Kedaulatan Rakyat”.
Konferensi tersebut diikuti berbagai elemen organisasi
rakyat. Liputan utama berikut adalah catatan atas forum
tersebut yang dimuat di halamanini, 7 dan 8.

ertengahan April tahun ini,
P Indonesia kembali menggelar

pertemuan tingkat tinggi negara-
negara di Asia-dan Afrika atau Asian
African Summit(AAS) untuk
memperingati 50 tahun Konferensi Asia
Afrika (KAA) 1955. Tujuannya menjalin
kerja sama ekonomi yang: lebih erat
antara negara-negara di kedua kawasan.

Pemerintah Indonesia sebagai
penyelenggara berpendapat bahwa KAA
1955 telah berhasil mendekolonisasi
bangsa-bangsa di-Asialdan Afrika.
Terhitung sejak KAA.dilangsungkan,
jumlah negara merdeka di kedua benua
ini bertambahimenjadi 107 dari
sebelumnya yang hanya 29 negara.
Namun dipandang dari segi ekonomi,
negara-negara tersebut belum mencapai
kemajuan yang berarti. Malahan
sebagian besar masih berkutat dengan
permasalahan kemiskinan. Karena itulah
pemerintah begitu berhasrat untuk
menggelar pertemuan ini.

Berbagai pihak menanggapi langkah
yang diambil‘pemerintah. Gunawan

“Wiradi, menganggaplpelaksanaan

' konferensi tingkat tinggi kali ini‘hanya
acara seremonial belaka. Dia juga
melihat ada.indikasi masuknya agenda
neoliberlisme dalam konferensi tersebut.
Hal ini diperkuat oleh Revirson Baswir,
ekonom Universitas Gajah Mada, yang
mengatakan “Saya sebenarnya sejak
tahun lalu sudah menentang KAA (2005),
karena begitu melihat drafnya, diantara
para peninjau hadir lembaga-lembaga
macam IMF, ADB, dan World Bank. Apa
urusannya mereka?”

Para pengamat menilai, lembaga-
lembaga tersebut merupakan agen-agen
baru dari imperialisme modal. Atas
prakarsa negara-negara kaya, lembaga
tersebut melakukan intervensi ekonomi
terhadap negara-negara miskin dengan
dalih pinjaman dan bantuan. Dengan
pinjaman-pinjaman itulah, bangsa-
bangsa di dunia ketiga menjadi
tergantung kepada negara-negara kaya,
yang pada akhirnya kedaulatan negara-
negara miskin tergadaikan.

Sebenarnya kolonialisme atau
penjajahan belum mati di muka bumi ini.
Melainkan hanya berubah bentuk dari
kolonialisme fisik yang berupa
penguasaan daerah-daerah koloni,
menjadi penguasaan struktur
perekonomian. Gayanya berbeda namun
isinya tetap sama, yaitu penindasan.

Bahkan kolonialisme dan imperealisme
baru ini lebih sistematis, agresif dan jauh
lebih berbahaya. Karena rakyat dari
negara yang terjajah tidak menyadari
sepenuhnya kalau dirinya berada dalam
cengkraman penjajahan. Dan, ironisnya

itu terjadi saat ini. Kolonialisme dan
Imperealisme berubah wujud menjadi
neokolonialisme dan neoimperealisme,
atau dalam istilah Bung karno
dinamakan nekolim.

Para pengamat mengkhawatirkan KAA
yang diadakan saat ini hanya menjadi
jalan masuk bagi kekuatan modal dari
negara-negara kaya ke negara-negara
Asia Afrika. Karena dalam konferensi
kali ini jelas-jelas tidak ada komitmen
yang kuat diantara negara-negara
peserta untuk merapatkan barisan
melawan kekuatan kolonialisme dan
imperealisme . modal. Semangat yang
diusungnya jauh berbeda dengan
semangat yang mengemuka saat KAA
diadakan 50 tahun yang lalu.

Saat itu, negara-negara Asia Afrika
dengan semangat membara bersatu padu
untuk memerangi kolonialisme dan
imperealisme dalam segala bentuknya.
Hal itu tercermin dari rumusan
keputusan yang dihasilkannya,
kemudian dikenal dengan nama:Dasa
Sila Bandung (lihat-box). Dasa Sila
Bandung ini menjadi api semangat yang
menyebar ke berbagai negara di seluruh
dunia.

Atas dasar semangat Bandung atau
spirit of Bandung, seharusnya negara-
negara Asia Afrika yang mengadakan
konferensi kali ini menyatukan barisan
untuk memerangi segala bentuk
penjajahan baru. Mereka harus
mengatakan tidak kepada
neokolonialisme dan neocimperealisme
yang berkedok bantuan-bantuan asing
dengan mengusung agenda-agenda
neoliberalisme. Karena bantuan tersebut
hanya akan mejerat negara-negara
miskin dengan utang yang tidak
berkesudahan. Ketergantungan seperti
itu sangat berbahaya bagi kedaulatan
sebuah negara. Bila sudah seperti itu,
maka yang pertama-tama dikorbankan

e ST DASA SILA BANDUNG

Pada momen pertemuan Asia Afrika

kali ini, kepercayaan diri bangsa-bangsa 1. Menghormati hak-hak dasar manusia, dan tujuan-tujuan serta azas-azas yang
Asia Afrika harus dipupuk kembali. termuat dalam piagam PBB.

Secara bersama-sama pula negara- 2. Menghormati kehormatan dan integritas semua bangsa.

negara tersebut harus menentang 3. Mengakui persamaan semua suku-suku bangsa dan persamaan semua bangsa-
penjajahan dalam segala bentuknya, bangsa besar maupun kecil.

bukannya malah mengundang agen-agen 4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negeri
neoliberal seperti Bank Dunia, IMF, atau negara lain.

Menghormati hak-hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri secara sendirian
atau secara kolektif yang sesuai dengan piagam PBB.
mengatasnamakan negara-nagara Asia . Tidak melakukan tekanan-tekanan terhadap negara lain.

- 1 oS . e 7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi terhadap integritas
Afrika, (konferensi Asia Afrika kali ini teritorial dan kemerdekaan negara lain.
malah) dibawa ke arah neoliberalisme.” 8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai, seperti
(cn) perundingan, persetujuan, arbitrase dan lain-lain sesuai dengan piagam PBB.
9. Memajukan kerjasama untuk kepentingan bersama.
10. Menghormati hukum dan k,ewajiban-kewajiban interfnasional.

ADB. Gunawan Wiradi memperingatkan,
“Jangan sampai (dengan)



Sekilas KAA 1955

onferensi Asia Afrika (KAA) 1955
Kyang diadakan di Bandung

merupakan respon terhadap
situasi politik dunia yang tidak menentu.
Setelah perang dunia usai dengan
kemenangan gilang gemilang bagi
pasukan sekutu, pertikaian politik tidak
serta merta berhenti.

Di Asia pasukan sekutu pimpinan
Jenderal Mc Arthur mendesak
perlawanan pasukan Korea Utara ke
perbatasan antara Korea dan RRC. Di
sana pertikaian semakin menghebat
dengan adanya bantuan dari pihak RRC
kepada pasukan Korea Utara. Dengan
bantuan kekuatan dari RRC, Korea
Utara bisa memukul mundur sekutu ke
garis 38°lintang utara. Di tempat itu
sekutu dan pihak Korea Utara,
melakukan gencatan senjata yang
menandai berakhirnya perang Korea,
sekaligus membagi negara tersebut
menjadi dua blok, yaitu blok komunisdi
utara dan blok dukungan sekutu di
selatan.

Meskipun perang Korea berakhir,
konfrontasi antara Sekutu dan RRC
masih berlanjut di daerah lain. Kali ini
tempat yang menjadi ajang pertempuran
adalah Vietnam. Amerika Serikat (AS)
mengambil alih peranan Perancis di
Vietnam. Bagi AS perannya di Vietham
merupakan langkah strategis mereka
untuk membendung komunisme yang

mulai marak dimana-mana. Karena
dengan hadirnya komunisme di wilayah
Asia Tenggara, AS merasa kepentingan
negaranya di kawasan itu terancam.
Sehingga berkobarlah perang Vietnam.

Tak puas dengan semua itu, AS
membentuk persekutuan militer 8 negara
di Asia. Persekutuan itu menamakan diri
SEATO, anggotanya antara lain
Thailand, Filipina, Pakistan, AS, Inggris,
Australia, Perancis dan Selandia Baru.

Iklim seperti ini sangat tidak kondusif
bagi negara-negara di Asia Tenggara
pada khususnya dan Asia Timur secara
keseluruhan, terutama negara-negara
yang baru merdeka. Kawasan ini diliputi
ketegangan dan ancaman bahaya
peperangan.

Sementara itu, pada tahun 1952 di
Afrika, Gamal Abdul Naser berhasil
menggulingkan rezim Faroq melalui
suatu revolusi para perwira muda. Dan,
sepanjang tahun 1954-1955 beberapa
negara seprti Aljazair, Maroko, Tunisia
dan Afrika Tengah, tengah berjuang
untuk mendapatkan kemerdekaan
nasional. Kedaan di Afrika tengah
bergejolak.

Dalam situasi demikian, tumbuh
keprihatinan bangsa-bangsa di Asia dan
Afrika terhadap situsasi dunia yang
semakin penuh dengan pertikaian.
Solidaritas Asia Afrika mulai terbentuk.
Melalui forum-forum di PBB negara-

Organisasi Rak
Menggugat K

idak ketinggalan dengan
I pemerintah, berbagai elemen

organisasi rakyat juga menggelar
Konferensi Organisai Rakyat untuk
memperingati 50 tahun Konferensi Asia
Afrika (KAA) Bandung yang diadakan
selama tujuh hari, tanggal 18 sampai 24
April, di Jakarta. Berbagai kegiatan
digelar, mulai dari aksi turun kejalan,
diskusi panel, konferensi, sampai
pergelaran seni budaya.

Acara yang bertema “Memperkuat
Gerakan Rakyat untuk Menegakkan
Kehormatan dan Kedaulatan Rakyat” ini
dikoordinasikan oleh Federasi Serikat
Petani Indonesia (FSPI) bersama-sama
dengan Front Perjuangan Pemuda
Indonesia (FPPI), Serikat Buruh
Jabotabek (SBJ), Koalisi Anti Utang
(KAU) dan Lingkar Studi untuk
Demokrasi Indonesia (LS-ADI).

Organisasi-organisasi rakyat
menegaskan kembali bahwa Dasa Sila
Bandung yang dihasilkan KAA 1955,

masih relevan dengan keadaan sekarang.

Semangatnya masih menyala di hati
rakyat negara-negara Asia Afrika.
Mereka juga menilai penjajahan belum
benar-benar mati. Penjajahan baru
termanifestasikan dalam kebijakan
neoliberalistik yang dipaksakan negara-
negara kaya terhadap negara-negara
miskin.

Kebijakan neoliberalistik
sesungguhnya telah menggusur bangsa-
bangsa di Asia, Afrika dan Amerika
Latin ke era penjajahan ekonomi. Salah
satunya dengan diterapkannya
liberalisasi perdagangan, investasi asing,
orientasi pertumbuhan ekonomi dan
privatisasi sektor-sektor publik.
Kebijakan neoliberalistik tidak berpihak

kepada rakyat, dengan adanya
pencaplokan tanah rakyat atas alasan
masuknya modal asing, penggusuran
kaum miskin kota, dan pencabutan
subsidi pertanian.

Kebijakan tersebut berkembang sangat
pesat karena desakan dari lembaga-
lembaga internasional semacam
International
Monetary Fund
(IMF), Bank
Dunia, World
Trade
Organization
(WTO) dan
kelompok
negara donor
G7 kepada
negara-negara
miskin. Atas
nama bantuan
dan pinjaman,
mereka
mengharuskan
negara-negara
miskin
mengikuti
aturan yang
ditetapkan
secara sepihak
oleh negara-
negara donor.

Rentetan
acara
Konferensi
Rakyat diawali
tanggal 18 April =
dengan aksi
turun kejalan. Aksi tersebut sekaligus
sebagai peringatan hari Perjuangan
Petani Internasional yang jatuh sehari
sebelumnya. Dalam aksi tersebut, para

negara Asia Afrika yang jumlahnya
masih sedikit, melakukan pendekatan-
pendekatan. Konsultasi antar diplomat
Asia Afrika berlangsung secara
seporadis.

Didorong keadaan politik global, keluar
prakarsa dari sejumlah pemimpin
negara-negara yang baru merdeka untuk
merapatkan barisan. Pada bulan April
1954, diadakan konferensi lima Perdana
Menteri di Kolombo, Srilanka.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh
Perdana Menteri (PM) dari India,
Indonesia, Srilanka, Pakistan dan
Burma. Dari Indonesia hadir PM Ali
Sastroamidjojo, dari India PM
Jawaharlal Nehru, dari Pakistan PM
Mohammad Ali, dari Burma PM U Nu
dan dari Srilanka PM John L Kotelawala.

Tujuh bulan setelah pertemuan
Kolombo, yakni pada bulan Desember,
diadakan pertemuan lanjutan di Bogor.
Di Bogor, kelima perdana menteri
menyepakati untuk menyelenggarakan
konferensi Asia Afrika di Bandung pada
bulan April 1995.

Chalid Mawardi berpendapat bahwa
negara-negara Asia Afrika melakukan
pendekatan berdasarkan tiga alasan
utama. Pertama, negara-negara Asia
Afrika yang baru merdeka ingin
membangun negerinya. Pembangunan
itu hanya bisa dilakukan dalam suasana
aman dan damai. Sedangkan pakta-pekta

2005

petani yang tergabung dalam FSPI dan
elemen gerakan rakyat lainnya
menuntut pemerintah untuk
menghentikan impor pangan, mengusir
WTO dari pertanian dan menegakkan
kedaulatan rakyat. Masa yang mencapai
1000 orang lebih menyerukan
tutuntutannya di depan kantor
Departemen
Perdagangan.
Hari
berikutnya,
pada tanggal
19 April,
dilanjutkan
dengan
diskusi panel
untuk
mengkritisi
jalannya
Konferensi
Tingkat
Tinggi Asia
Afrika yang
sedang di
langsungkan
saat itu juga
di Jakarta.
Panelis yang
hadir dalam
diskusi yang
diadakan di
Gedung
Joang itu
antara lain,
pakar agraria
Gunawan
Wiradi,
ekonom dari Universitas Gajah Mada
Revrisond Baswir, pengamat politik
Idham Samudera Bey dan mantan
anggota DPR RI Chalid Mawardi.

s
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pertahanan seperti NATO dan SEATO
yang dibentuk AS hanya memperuncing
pertikaian. Karena di sisi lain, Uni Soviet
juag sibuk menjalin aliansi dengan
negara-negara Eropa Timur dan negara-
negara komunis lainnya.

Kedua, negara-negara Asia Afrika
menginginkan aspiranya di dengar oleh
dunia internasional. Mereka
menginginkan tidak hanya suara
Washington dan Moskow saja yang
menguasai opini publik dunia
internasional. Mengingat negara-negara
Asia Afrika memiliki posisi strategis
ditinjau dari letak geografis, potensi
ekonominya yang berupa sumber daya
alam, dan populasi penduduknya yang
banyak.

Ketiga, meskipun penjajahan klasik
telah mati semenjak selasainya perang
dunia dua, namun pada kenyataanya
masih ada sisa-sisa kolonialisme di atas
bumi-bumi Asia Afrika. Negara-negara
bekas penjajah masih belum rela
kehilangan daerah jajahannya, mereka
masih memaksakan kebijakan-kebijakan
dalam mengatur tata hubungan dengan
negara-negara yang baru merdeka.
Kebijakan tersebut dinilai negara-negara
berkembang sebagai bentuk kolonialisme
baru.

Dengan diselenggarakannya KAA
yang menghasilkan Dasa Sila Bandung,
negara-negara Asia Afrika bertekad
untuk lebih indipenden dalam
menentukan nasibnya sendiri. Secara
politik, KAA juga menjadi cikal bakal
gerakan Non Blok, yaitu gerakan politik
yang tidak memihak pada polaritas
dunia yang terbagi kedalam kubu Barat
dengan pimpinan AS dan kubu Komunis
dengan pimpinan Uni Soviet. (cr)

Besoknya, masih ditempat yang sama,
elemen-elemen gerakan rakyat yang
hadir merumuskan sikap bersama.
Rumusan sikap tersebut ditandatangani
oleh, FSPI, FPPI, SBJ, Solidaritas Buruh
Sumatera Utara (SBSU), KAU dan LS-
ADI, yang selanjutnya menamakan diri
Gerakan Rakyat Lawan Nekolim (Gerak
Lawan).

Isi rumusannya menyatakan, (1)
Melawan neokolonialisme dan
imperalisme dengan menolak IMF, WTO
dan Bank Dunia,(2) Mendesak
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
untuk tidak menjadi instrumen
pendukung negara kapitalis, (3)
Menghentikan pengembangan militer di
dunia dan menolak segala bentuk
kekerasan, perang dan invasi militer
dalam bentuk apapun, (4) Menolak
pelaksanaan KAA 2005 yang hanya
menjadi forum nostalgia dan mendukung
agenda-agenda neoliberalisme.

Hari keempat konferensi dilanjutkan
dengan aksi di bundaran Hotel
Indonesia, Jakarta. Aksi hanya
berlangsung selama setengah jam,
karena aparat kepolisian mendesak
masa untuk segera menghentikan aksi
tersebut. Aksi berlangsung efektif,
tuntutannya antara lain menolak
nekolim, menolak Genetic Modified
Organism (GMO) dan menuntut
pelaksanaan pembaruan agraria
sekarang juga sesuai dengan amanat
UUPA tahun 1960.

Hari kelima, agendanya aksi yang
lebih besar lagi untuk menyikapi
Konferensi Tingkat Tinggi yang sedang
dilaksanakan. Namun Aksi tersebut
batal digelar. Ribuan masa yang telah
berkumpul di halaman mesjid Istiglal
dan Universitas Atma Jaya tidak
diperbolehkan melakukan aksi oleh
petugas keamanan. Alasannya karena
hari itu merupakan hari libur nasional.
Namun sebagian peserta mensinyalir,
larangan demo tersebut berkaitan
dengan banyaknya tamu-tamu dari luar
negeri yang melewati jalan protokol
tempat aksi direncanakan.

Dua hari berikutnya, yaitu tanggal 23
dan 24, FSPI lebih mengkonsentrasikan
aksi-aksi di daerah yang menjadi basis
anggota serikat. (cr)
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Globalisasi Neoliberalisme

Mencengkram Dunia

lobalisasi sering dipersepsikan
Gorang dengan perkembangan

teknologi yang luar biasa pesat,
ruang dan waktu sudah bukan hambatan
besar bagi umat manusia untuk bisa
berkomunikasi. Mobilitas manusia
semakin tinggi, pertukaran kebudayaan
berlangsung intens, batas-batas negara
semakin menipis.

Gejalanya sangat terasa dalam
kehidupan sehari-hari. Sehingga wajar
bila sebagian kalangan menganggap
globalisasi merupakan Kkeniscayaan
sejarah. Kehadirannya tak bisa ditawar-
tawar lagi. Siapapun yang tidak
mengikutinya akan tergilas habis.
Globalisasi juga menawarkan peluang
besar. Dari sisi ini, cukup masuk akal
apabila penghuni bumi menyambutnya
dengan penuh antusias.

Sayangnya, persoalan tidak berhenti
sampai di situ. Munculnya pertanyaan
mengenai “siapa mendapat apa”, sangat
mengganggu keindahan globalisasi.
Revrisond Baswir, ekonom dari
Universitas Gajah Mada, mengingatkan
bahwa penipisan batas-batas negara dan
keampuhan media komunikasi ternyata
membuka peluang bagi sekelompok kecil
masyarakat lapisan atas untuk
mengembangkan dominasi ekonominya
ke seluruh penjuru dunia. “Globalisasi
menjadi jalan bebas hambatan bagi
mereka untuk menguasai dunia,” ujarnya
ketika berbicara sebagai panelis pada
acara Konferensi Rakyat yang
diselenggarakan Federasi Serikat Petani
Indonesia (FSPI) di Jakarta, Selasa
(19/4).

Ditinjau dari kecamata sosial ekonomi,
wajah globalisasi menjadi begitu
menakutkan. Terutama bagi rakyat di
negara-negara miskin. Walaupun
mereka memiliki sumber daya alam
melimpah, namun pengelolaannya selalu
jatuh kepada para pemodal besar dari
negara-negarakaya.

Ketimpangan penguasaan ekonomi
dunia semakin menganga dengan
munculnya perusahaan-perusahaan
multinasional. Dari 100 lembaga paling
kaya di dunia (termasuk negara), 51 di
antaranya adalah perusahaan.
Pendapatan Toyota, sebuah produsen
kendaraan bermotor dari Jepang,
melebihi GDP Thailand, pendapatan
Mitsubishi melebihi GDP Indonesia,
pendapatan Ford Motor Company
melebihi GDP Afrika Selatan. Beberapa
orang terkaya dunia pendapatannya
melebihi pendapatan negara-negara di
dunia ketiga. Sementara itu, di negara-
negara dunia ketiga masih banyak
penduduk yang menderita kekurangan
gizidan kelaparan.

Melihat ketimpangan ini sebagian
ekonom memperingatkan, masalah
terbesar di dunia bukanlah kekurangan
sumberdaya melainkan distribusi yang
tidak merata. Dan, biang keladi dari
ketimpangan distribusi adalah sistem
perdagangan yang tidak adil dan
menindas. Apalagi setelah
berkembangnya sistem perdagangan
multilateral yang direkayasa kelompok
negara-negara kaya dengan dibentuknya
World Trade Organization (WTO)

Kehadiran WTO semakin
menyudutkan posisi negara-negara
miskin. Dengan WTO, negara-negara
kaya memaksa negara-negara miskin
untuk meliberalisasikan sistem
perdagangannya. Tujuannya agar
produk-produk perusahaan besar dari
negara kaya bebas leluasa memasuki
pasar di negara-negara miskin.

Dari sudut budaya, fenomena dominasi
segelintir kaum berpunya tersebut
memiliki dampak serius terhadap
perkembangan budaya negara-negara
miskin. Budaya dikendalikanr sesuai
dengan kepentingan bisnis mereka.
Produk-produk kebudayaan semakin
dikomersialisasikan. Sedangkan produk
budaya yang tidak bisa dijadikan alat
untuk akumulasi modal digusur
kebelakang sehingga kehilangan tempat
dalam ranah kehidupan sehari-hari.

dibatasi hanya sebagai pembuat
kebijakan. Kewenangannya diperluas
meliputi hak intervensi moneter dan

fiskal, khususnya untuk menggerakan
sektor riil dan menciptakan lapangan

kerja.
Kekalahan ekonomi neoliberal ini
terlinat di konferensi keuangan dan

moneter yang diadakan Perserikatan
Bangsa-Bangsa (PBB) di Bretton Woods
pada tahun 1944. Dalam konferensi yang
dihadiri oleh Keynes, tercapai

Konferensi Gerakan Rakyat di Gedung Joeang Jakarta, 19-20 April 2005. Konferensi ini
digelar dengan tema “Memperkuat Gerakan Rakyat dalam Rangka Menegakkan Kehormatan
dan Kedaulatan Rakyat”.

Pertanyaan selanjutnya, benarkah
globalisasi suatu keniscayaan sejarah?
Revrisond mempunyai pandangan lain,
menurutnya globalisasi penuh dengan
muslihat segelintir kaum untuk
mendapatkan keuntungan sebesar-
besarnya. “Globalisasi bukan suatu hal
yang tidak bisa dikoreksi, bukan
keharusan sejarah,” papar dia.

Globalisasi neoliberalisme

Dilihat dari sudut pandang ekonomi,
globalisasi tidak bisa dipisahkan dengan
neoliberalisme. Dan, neoliberalisme
sendiri bukanlah
paham baru, melainkan
penyempurnaan
tehadap paham
ekonomi klasik yang
dipelopori Adam Smith.
Suatu paham yang
sangat mempercayai
kekuatan pasar dalam
mengalokasikan
sumber daya secara
efektif. Paham
neoliberalisme sering
juga disebut paham
ekonomi neoklasik.

Para penggagas awal
neoliberal antara lain,
Alexander Rustow dan Walter Euckeb.
Pada tahun 1932 mereka mengusulkan
agar penyelenggaraan ekonomi pasar
disempurnakan dengan memperkuat

peranan negara sebagai pembuat
kebijakan.
Dalam perjalanannya, paham

neoliberal sempat tesisihkan oleh usulan
John Maynard Keynes yang terkenal
dengan konsep ekonomi negara
kesejahteraan. Dalam konsep Keynes,
peran negara dalam ekonomi tidak

“ Imperealisme
globalisas
negara-negara
kaya memang
harus secepatnya Paham in

di hentikan. Di
Semakin cepat
semaikn baik.”

kesepakatan untuk mendirikan Dana
Moneter Internasional (IMF) dan Bank
Internasional untuk rekonsiliasi dan
Pembangunan (IBRD), yang terakhir
lebih dikenal dengan nama Bank Dunia.

Namun dominasi konsep ekonomi
negara kesejahteraan di badan-badan
tersebut tidak bertahan lama. Ketika
Ronald Reagen terpilih menjadi Presiden
Amerika Serikat dan Margareth Tatcher
sebagai Perdana Menteri Inggris, paham
ekonomi neoliberal mendapatkan
momentum baru. Paham ekonomi
neoliberal mulai mendapatkan
tempatnya kembali.
Gagasannya diperbaharui
oleh mazhab Chicago
dibawah kepemimpinan
Miltorn Friedman.
Kemudian, dengan
menggunakan instrumen
Bank Dunia dan IMF,
disebarluaskan
keseluruh dunia.
Indonesia, agenda
ekonomi neoliberal mulai
dilaksanakan pada
pertengahan tahun 80-an,
antara lain melalui paket
kebijakan deregulasi dan
debirokratisasi.
Aktivitasnya semakin meningkat tatkala
krisis ekonomi 1997 melanda. Indonesia
secara resmi mengundang campur tangan
IMF untuk memulihkan perekonomian.
Pemerintahnya diwajibkan untuk
melaksanakan agenda ekonomi neoliberal
melalui penandatanganan Letter of Intent
(Lol).

Penetrasi paham neoliberalisme terasa
semakin kencang dengan berhembusnya
isu globalisasi. Dengan alasan itu, segala
hambatan baik yang berupa undang-

undang suatu negara maupun budaya
bisadisingkirkan.

Globalisasi dan nasib negara miskin

Revrisond menilai, pada dasarnya
globalisasi merupakan pelaksanaan
agenda-agenda ekonomi neoliberal.
Prosesnya terjadi secara sitematis dengan
merombak strukur perekonomian negara-
negara miskin, mengkerdilkan peran
negara dan meningkatkan peran pasar.
Sehingga, mempermudah dilakukannya
pengintegrasian dan pengendalian
perekonomian negara-negara miskin oleh
para pemodal yang berasal dari negara-
negarakaya.

Dengan globalisasi, peran pemerintah
di negara-negara miskin cenderung
mengalami perubahan fungsi, dari
melayani kepentingan rakyat menjadi
pelindung bagi kepentingan pemodal
internasional. Bahkan pada tingkat
paling ekstrem, pemerintah di negara-
negara miskin terang-terangan
mengambil posisi berlawanan dengan
aspirasi rakyat mereka sendiri.

Di tingkat makro, perekonomian
negara-negara miskin cenderung menjadi
wilayah pinggiran bagi perekoniman
negara-negara kaya. Negara-negara
miskin semakin tergantung kepada
jaringan kekuatan modal. Akibatnya,
secara domestik akan memicu porak-
porandanya fondasi integrasi sosial
antara berbagai strata sosial dan ekonomi
yang terdapat dalam masyarakat negara
yang bersangkutan.

Dua ilmuwan kenamaan, Patras dan
Veltmeyer, terang-terangan menyebut
globalisasi sebagai imperealisme. Mereka
menegaskan, dibalik penyebarluasan
konsep globalisasi, sesungguhnya
bersemayam kepentingan kelas atas
tertentu, yaitu kelas kapitalis
internasional baru.

Reaksi menentang globalisasi tidak
hanya datang dari kalangan ilmuwan.
Semakin hari semakin banyak upaya
penolakan dan perlawanan dari
masyarakat luas terhadap jalannya
globalisasi. Secara garis besar, Revrisond
membagi perlawanan tersebut kedalam
tiga kelompok besar. Pertama,
perlawanan terhadap pelaksanaan
agenda-agenda globalisasi. Dalam hal ini
yang dipermasalahkan adalah soal
waktu, sekuen, dan orang atau lembaga
yang melaksanakannya.

Kedua, perlawanan terhadap agenda-
agenda globalisasi. Perlawanan ini
diarahkan terhadap agenda-agenda
tertentu secara spesifik. Karena hanya
diarahkan pada agenda-agenda tertentu,
perlawanan semacam ini bersifat parsial.

Ketiga, perlawanan terhadap neoliberalisme
atau ideologi yang melatarbelakangi konsep
globalisasi. Globalisasi langsung ditolak pada
tingkat paling prinsipil. Agenda-agenda
ekonomi tertentu yang berada dibawah payung
globalisass mungkin masih bisa dilanjutkan,
tetapi bukan karena agenda itu bagian dari
globalisasi, melainkan karena kesesuaiannya
dengan prinsif alternatif.

Revrisond berpendapat, globalisasi
neoliberalisme harus dilawan dari tingkat
ideologinya. Untuk mencapainya, para
pemimpin negara-negara miskin perlu
membekali diri dengan kemauan politik yang
kuat dan mempererat hubungan antar sesama
negara miskin. Karena hanya dengan bekal itu,
negara-negaramiskin dapat meningkatkan posisi
tawar dihadapan oligarki modal dan negara-
negara kaya Dalam penutup makalahnya
Revrisond menuliskan, “Imperealisme
globalisasi negara-negara kaya memang harus
secepatnya di hentikan. Semakin cepat semaikn
baik.” (cr)
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PEMBARUAN TANI

Hanis Gelap Terbitlan Terang

i setiap tahun pada tanggal 21
D April, kita akan diingatkan

kembali dengan apa yang disebut
dengan “HARI KARTINI”, bermacam
kegiatan yang dilakukan orang untuk ikut
merayakannnya, ada yang membuat
seminar, diskusi, perlombaan masak-
memasak atau dengan kontes busana
Kartini (kebaya perempuan bangsawan
jawa) atau hanya sekedar mengingat
bahwa beberapa tahun lampau pada
tanggal 21 april 1879 telah lahir seorang
perempuan di tanah jawa bernama
Kartini, yang dikenal sebagai “Tokoh
emansipasi perempuan” di Indonesia. Lalu
siapa sebenarnya Kartini dan apa
emansipasi perempuan tersebut?

Kartini dilahirkan dari keluarga ningrat
jawa, ayahnya, R.M.A.A Sosroningrat
menjabat sebagai Asisten Wedana
onderdistrik Mayong dan ibunya M.A.
Ngasirah, putri seorang kyai di
Teluwakur, Jepara. Tradisi feodalisme
jawa (diperkuat oleh peraturan kolonial
waktu itu) mengharuskan seorang bupati
beristerikan seorang bangsawan, karena
M.A. Ngasirah bukan keluarga
bangsawan, maka ayah Kartini menikah
lagi dengan R.A Woerjan (Moerjam),
keturunan langsung Raja Madura. Setelah
perkawinan itu, maka ayah Kartini
diangkat menjadi bupati di Jepara
menggantikan kedudukan ayah kandung
R.A. Woerjan, R.A.A Tjitrowikromo.
Sementara ibunya, langsung turun tahta
menjadi selir. Dan hal yang
melatarbelakangi penolakan Kartini
terhadap poligami.

Buah pikir Kartini

Sebagai putri seorang bupati, kartini
sempat mencicipi pendidikan, sayang,
hanya sampai pada tingkat dasar.
Ditambah lagi dalam adat Jawa
mengharuskan anak perempuan pada

umur 12 dipingit hingga jangka lima
tahun ke depan, atau sampai tiba
waktunya mereka dinikahkan. Sedangkan
Sosrokartono, kakak lelakinya masih bisa
melanjutkan pendidikan hingga ke
Belanda. Dalam masa pingitannya inilah,
Kartini banyak mendalami pemikiran
tentang posisinya yang tertindas
(diskriminasi), merasakan peminggiran
(marginalisasi) terhadap ibunya yang
harus keluar dari rumah utama ke rumah
lain (rumah selir), dan kini dia tidak
mendapatkan kesempatan yang sama
dengan kakaknya untuk mendapatkan
pendidikan, semakin mencambuknya
untuk memperjuangkan pendidikan bagi
anak perempuan. Kartini mendirikan
sekolah khusus perempuan. Beliau
menolak pembedaan berdasarkan garis
keningratan, menurutnya hanya ada dua
macam keningratan : keningratan pikiran
dan keningratan budi. “ Apakah berarti
sudah beramal sholeh, orang yang bergelar
Graaf atau Baron (keningratan) ?” Tulis
Kartini dalam suratnya kepada Stella, 18
Agustus 1899.

Kartini juga melancarkan kritik
terhadap kebijaksanaan pemerintah
Hindia Belanda pada waktu itu, dengan
nota yang berjudul, "Berilah Pendidikan
kepada bangsa Jawa”. Seperti yang
dituliskan dalam sebuah suratnya kepada
Prof Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1902,
"Kami di sini memohon diusahakan
pengajaran dan pendidikan anak
perempuan, bukan sekali-kali karena kami
menginginkan anak-anak perempuan itu
menjadi saingan laki-laki dalam
perjuangan hidupnya. Tapi karena kami
yakin akan pengaruhnya yang besar sekali
bagi kaum perempuan, agar perempuan
lebih cakap melakukan kewajibannya,
kewajiban yang diserahkan alam sendiri
ke dalam tangannya : menjadi ibu,
pendidik manusia yang pertama-tama.

Gagasan dan pemikiran Kartini inilah
yang akhirnya dikenal sebagai sebuah
buku saduran yang disusun Armijn Pane
dari kumpulan surat hasil korespondesi
dengan sahabat penanya di luar negeri,
berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
Ungkapan ini diperolehnya surat Al-
Bagarah ayat 257, bahwa “Allah-lah yang
telah membimbing orang-orang beriman
dari gelap kepada cahaya“ atau Minazh-
Zhulumaati ilan Nuur. Dalam banyak
suratnya sebelum wafat, Kartini banyak
mengulang kalimat "Dari Gelap Kepada
Cahaya" dalam bahasa belanda Door
Duisternis Tot Licht. Untuk menghargai
jasa dan setia pada perjuangan Kartini,
maka pada 2 Mei 1964 Pemerintahan
Presiden Soekarno mengeluarkan KepPres
No0.108 Tahun 1964, yang menetapkan
Kartini sebagai Pahlawan Nasional
perjuangan hak dan kesetaraan terhadap
perempuan yang kelak 21 April diperingati
sebagai Hari Kartini.

Kartini dan gerakan perempuan

Terlepas dari banyaknya perdebatan
tentang penetapan kelahiran kartini
sebagai hari besar, yang mana sebagian
pendapat bahwa hal tersebut dilatar
belakangi Kartini merupakan keturunan
priyay jawa, dalam sejarah bangsa ini kita
banyak mengenal nama-nama pahlawan
wanita kita seperti Cut Nya' Dhien, Cut
Mutiah, Nyi. Ageng Serang, Dewi Sartika,
Nyi Ahmad Dahlan, Ny. Walandouw
Maramis, Christina Martha Tiahohu, dan
lainnya. Mereka berjuang di daerah, pada
waktu, dan dengan cara yang berbeda,
namun mereka semua adalah pejuang-
pejuang bangsa, pahlawan-pahlawan
bangsa yang patut kita hormati dan
teladani.

Melihat perkembangan perjuangan hak
dan kesetaraan terhadap perempuan di

Indonesia, dirasakan mulai menyimpang
dari semangat perjuangan Kartini yang
anti-feodalisme dan demokratis sejati.
Perjuangan dan gagasan Kartini yang
sebenarnya perjuangan mengentaskan
kaumnya dari kebodohan dan kemiskinan,
kemiskinan disini adalah kemiskinan
terhadap hak dan kesetaraan perempuan,
sehingga Kartini menuntut dipenuhi hak
anak perempuan untuk mendapatkan
pendidikan, namun kenyataannya sering
diartikan secara sempit dengan satu kata:
emansipasi, namun masuk ke
pemerintahan orde baru, gelora
emansipasi yang didengungkan oleh
gerakan perempuan lebih pada liberalisasi
dan feminisasi, dimana kemiskinan
diartikan sebagai kealfaan dalam bentuk
materi (benda).

Kartini dan petani perempuan

Semangat yang digelorakan Kartini
tentunya belum padam, Kkini setelah satu
abad lebih Kartini wafat, kondisi
perempuan belum banyak beranjak.
Khususnya bagi petani perempuan,
tergusur dari dunia pertaniannya, oleh
diskriminasi budaya dan kapitalisme, juga
persoalan umum perempuan seperti
tingkat buta huruf dan putus sekolah anak
perempuan masih tinggi, angka kematian
ibu juga masih tinggi.

Hal ini yang melatarbelakangi petani
perempuan di serikat-serikat anggota
FSPI seperti Munawiyah di Aceh, Ibu
Djubaidah di Sumatera Utara, Chotimah
di Jawa tengah. Menurut mereka,
persoalan penindasan terhadap petani
adalah persoalan semua pihak, dan
gerakan tani dalam memperjuangkan
reforma agraria adalah perjuangan
bersama, petani laki-laki dan petani
perempuan. (wit)
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...Tentu teriak penggarap,
tapi inilah tanah kami.
Kami mengukurnya dan

membukanya. Kami lahir

di atasnya, kami
terbunuh di atasnya dan
mati di atasnya.
Walaupun itu tidak ada
gunanya, tanah kami
tetap milik kami. Itu yang
membuatnya milik kami -
terlahir di atasnya,
berusaha di atasnya dan
mati di atasnya. Itulah
kepemilikan, bukan
secarik kertas dengan
angka-angka di atasnya.

(Amarah, John Steinbeck)

MONSANTO PERUSAHAAN KEMATIAN

Teknologi kematian bukan hal baru bagi perusahaan
Monsanto. Bersama enam perusahaan Amerika
lainnya, Monsanto telah menghasilkan satu senjata
kimia yang paling berbahaya dan mengerikan, Agent
Orange namanya. Agent Orange merupakan
kombinasi dua herbisida, yaitu 2,4-D dan 2,4,5-T.
pada saat herbisida itu di buat, yang merupakan
48,75 % dalam komposisi defolian (bahan kimia
penggugur daun), sebuah produk turunan muncul
yaitu TCDD atau dikenal dengan nama dioksin.
Semakin banyak 2,4-D dan 2,4,5-T di tingkatkan
dalam komposisi defolian, maka semakin tinggi
tingkat dioksinnya. Penelitian kedokteran
menemukan tiga sifat yang tak diragukan lagi dalam
TCDD yaitu mengakibatkan kanker, mengakibatkan
cacat bawaan lahir pada janin, dan merupakan asal
modifikasi genetika.

Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Selama Perang Dunia |1, ketika kekuatan
Amerika dengan susah payah mengalahkan tentara
Jepang, sebuah gagasan diajukan untuk membuat
jepang kelaparan dengan mengahancurkan panen
beras menggunakan kekuatan herbisida. Pada tahun
1962-1971 angkatan bersenjata Amerika menebarkan
herbisida di hutan-hutan tropis musuh selama perang
Vietnam. Penggunaan Agent Orange dalam perang
Vietnam di maksudkan untuk menghancurkan
tanaman dan hutan dalam jangka panjang, dengan
demikian mencegah tentara Vietkong bersembunyi
dan memperoleh sumber makanan mereka. Pada
Tanggal 30 November 1961, Presiden John F.
Kennedy memberikan lampu hijau sebuah aksi udara
untuk merusak hutan dan hasil pertanian Vietnam.
Operasi “Ranch Hand” diluncurkan. Untuk pertama
kalinya perang kimia terbesar yang terjadi dalam
sejarah umat manusia.

Untuk pertama kali, penghancuran lingkungan
menjadi sasaran perang. Hal ini dilakukan agar
untuk mencegah supaya hutan tidak menjadi
menyamarkan musuh, tempat-tempat persembunyian
mereka, dan menghancurkan hasil tanaman pangan
yang memberi makan para penduduk yang sukar
diawasi. Selama sepuluh tahun, pesawat Amerika
telah menebarkan 72 juta liter herbisida yang berarti
41.635.000 liter Agent Orange dihamparan seluas
hamper dua juta hektar sawah dan hutan.

Wilayah yang menjadi sasaran terbentang seluas
16.000 km jalur Ho Chi Minh ke Laos dan Kamboja,
di atas wilayah yang membentang di delta Mekong
sampai ke jazirah Camau, di Vietnam Selatan., di
atas wilayah yang khusus diberi nama Rung Sat,

_ Oleh:
Titariana Zen

Deputi Publikasi dan Dokumentasi
Federasi Serikat Petani Indonesia (FSPI)

yang mengendalikan semua sungai yang menuju ke
Saigon, dan diatas wilayah bebas milter wilayah
perbatasan antara dua Vietnam.

Tiga puluh tahun setelah perang, 6.250 km2
bagian Selatan Vietnam tidak bisa ditanami. 36%
hutan bakau dihancurkan dan diperlukan lebih dari
100 tahun untuk memperbaikinya. 43% wilayah
pertanian diracun dan 44% hutan dihancurkan.
Terjadi pencemaran air dan tanah yang luar biasa.
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Pada tahun 1995, sebuah sungai dibagian tengah
Vietnam mengandung tingkat dioksin satu milyar
kali lebih tinggi dibanding sungai di Kanada di
wilayah industri. Pencemaran tanah mengakibatkan
penyebaran racun pada keseluruhan rantai makanan
selama puluhan tahun.

Bahayakan kesehatan

Tujuh belas tahun setelah penghentian
dijatuhkannya Agent Orange, bahan-bahan beracun
terus ditemukan pada buah-buahan dan sayuran
yang ditanam di tanah yang penuh dengan dioksin
yang diproduksi oleh Monsanto. Agent Orange bukan
saja menghancurkan hutan dan tanaman. Kosentrasi

dioksin yang besar memiliki konsekuensi mengerikan
terhadap penduduk setempat: kanker, cacat tubuh,
penyakit kulit, tumor, dan lain-lain. Diperkirakan
500.000 bayi yang lahir di Vietnam sejak tahun 1960
menderita cacat akibat dioksin. Puluhan ribu petani
telah teracuni herbisida, termasuk juga ribuan
prajurit Vietnam maupun Amerika.

Ketika dibagian lain Asia Tenggara frekuensi
kanker rahim mencapai 1-2 per seribu orang, di
Vietnam Selatan angka itu adalah 6 per seratus.
Tingkat anak-anak yang cacat fisik atau mental, yang
lahir dari seorang ayah yang bertugas di Vietnam,
meningkat secara tidak normal. Kematian tiba-tiba
pada bayi-bayi para prajurit yang teracuni Agent
Orange empat kali lebih sering dibandingkan anak-
anak lain. Tingkat kematian premature jauh lebih
tinggi pada veteran perang Vietnam yang terkena
defolian di banding para pejuang lain sebelumnya.

Di RS Tu Du di Ho Chi Minh, sejak tahun 1988,
30% bayi yang baru lahir menderita cacat tubuh:
tangan atau kaki berhenti tumbuh, langit-langit
mulut tidak tertutup dan cacat bawaan pada
punggung.Generasi kedua yang lahir setelah perang
merupakan korban senjata kimia yang dipakai oleh
Amerika. “Bukan bayi yang dilahirkan, tapi monster”
kata dokter Le Diem Huong sesudah membantu
kelahiran seorang bayi laki-laki yang organ
kelaminya berada pada wajahnya.

Catatan resmi polusi beracun yang terjadi di
industri Amerika, yang dibuat oleh badan Amerika
untuk perlindungan lingkungan pada tahun 1995,
menempatakan Monsanto pada posisi kelima
pencemar lingkungan dengan menyebarkan 180.000
ton limbah ke udara, tanah dan air. Selama Perang
Dunia I, tiga puluhan bahan kimia pernah
digunakan, resiko yang diakibatkan senjata semacam
ini terhadap prajurit dan penduduk sipil telah
mendesak masyarakat internasional untuk
mengadopsi apa yang disebut dengan “Protokol
Jenewa 1925”.

Protokol ini melarang pemakaian bahan-
bahan padat , cair, atau gas yang dapat menimbulkan
efek racun kepada tanaman, hewan dan manusia.
Protokol tahun 1925 membentuk hokum
internasional yang memiliki kekuatan menyangkut
senjata kimia ketika campur tangan Amerika di
mulai di Vietnam.

Dengan mengijinkan pemakaian Agent Orange
untuk menghancurkan hutan dan sawah, Presiden
AS telah melanggar protocol itu dengan sengaja.
Amerika dan Monsanto bertanggung jawab terhadap
kejahatan terbesar terhadap kemanusiaan.
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“Negara Agraris” yang sebagian besar

penduduknya tinggal di pedesaan dan
menggantungkan hidupnya dari sumber-
sumber agraria, maka seharusnya
pertanian menjadi landasan utama bagi
negara dalam merumuskan kebijakan
ekonominya. Hal ini telah dilakukan oleh
pemerintahan era Soekarno melalui
perumusan Undang- Undang Pokok
Pembaruan agraria (UUPA No.5 tahun
1960) yang diikuti pula oleh Undang-
Undang Land Reform dan Undang-
Undang bagi Hasil. Dan lahirnya sejumlah
undang-undang untuk menjamin dan
melindungi kepemilikan rakyat atas
sejumlah sumber-sumber agraria.

Kesadaran ketidakadilan tersebut mulai
dijawab melalui kegiatan penataan
kembali struktur agraria yang kemudian
melahirkan UUPA No.5 1960, akan tetapi
pergolakan politik pada tahun 1965
dengan puncaknya peristiwa G30S/PKI
mengakibatkan pergantian rezim
pemerintahan pada masa itu. Pergantian
rezim diikuti dengan perubahan kebijakan
ekonomi kerakyatan ke kebijakan ekonomi
pertumbuhan, yang dijalankan dengan
mengandalkan masuknya modal-modal
besar yang kecenderungannya bagi
kepentingan pihak kapitalis yang pada
dasarnya sebagai strategi dari para
penganut paham “neoliberalisme”.

Sebuah faham kebebasan (pasar) yang
dikembangkan dengan dalih modernisasi
dan tuntutan kemajuan dunia, dunia telah
memasuki periode yang mereka sebut
dengan globalisasi. Globalisasi adalah
sebuah proses pengintegrasian ekonomi
nasional kepada sistem ekonomi dunia
bersadarkan keyakinan kepada
perdagangan bebas yang sesungguhnya
telah dicanangkan sejak masa
kolonialisme (Fakih).

I ndonesia, kental dengan julukan

Masa Orde baru

Orde baru mengusung paham kebebasan
baru “Neoliberalisme” yang dibungkus
dengan kemasan “Pembangunan” yang
mengeluarkan produk kebijakan “Revolusi
hijau”. Revolusi hijau telah mengantarkan
berbagai program pertanian dengan alih-
alih untuk menggenjot produk pertanian.
Program peningkatan pangan seperti
Bimas, Inmas, insus dan Supra Insus yang
dikatakan untuk peningkatan produksi
pertanian tersebut ternyata dalam
kenyataannya merugikan petani.

Petani berfungsi sebagai mesin produksi
tetapi bukan sebagai penikmat hasil,
revolusi hijau mendorong (memaksa)
petani mengguakan pengetahuan baru
menggunakan sistem produksi yang harus
mengeluarkan biaya pertanian yang
mabhal. Sehingga meskipun hasil yang
dijanjikan naik secara kwantitas,
kenyataanya tidak mampu menjamin
terjaganya kwalitas pangan, bahkan yang
sangat menghancurkan petani adalah
pengrusakan terhadap lahan yang terus
tergantung dengan sarana produksi

pertanian yang diciptakan (pupuk pabrik,
pestisida kimia beracun, dll)

Apa yang dialami perempuan ?
kebijakan revolusi hijau sangat
mengusung budaya patriarki, menggiring
petani perempuan untuk keluar dari
pertaniannya. Kebijakan revolusi hijau
tidak menempatkan perempuan sebagai
bagian dari petani, kebijakan ini hanya
mengkategorikan laki-laki saja sebagai
petani. Hal ini tercermin dalam program-
program yang hanya ditujukan bagi laki-
laki saja. Pendidikan dan pelatihan hanya
mengundang laki-laki, kelompok tani dan
koperasi yang dibuat hanya
beranggotakan laki-laki. Perempuan tidak
disertakan dalam pendidikan dan
pelatihan tentang pertanian, padahal
secara budaya perempuan yang paling
besar keterlibatannya dalam pertanian (65
%, data hasil diskusi kelompok). Minimnya
informasi (pertanian) yang diterima
perempuan membuat rendahnya tingkat
pemahaman petani perempuan tentang
penggunaan teknologi pertanian yang
ditanamkan revolusi hijau. Sehingga
perempuan yang paling sering mengalami
keracunan akibat pemakaian pestisida
kimia beracun.

Sebagian kerja-kerja perempuan dalam
bidang pertanian digantikan oleh tekonogi
pertanian yang cenderung maskulin, hal
ini ditandai dengan hanya diciptakannya
mesin-mesin berat seperti traktor yang
cenderung hanya digunakan oleh laki-laki.
Artinya teknologi yang dikatakan untuk
membantu petani ternyata justeru
menggusur perempuan dari budaya
pertanian yang arif yang dimilikinya.

Tekanan neoliberalisme dengan
pertanian monokultur (perkebunan)
semakin mengusir perempuan dari dunia
pertanian. Lahan pertanian yang
seharusnya menjadi lahan tanaman
pangan, berubah dengan tanaman sejenis
yang berorientasi eksport untuk
memenuhi kepentingan pasar negara-
negara maju pengusung neoliberalisme,
yang memangkas keterlibatan perempuan
dalam pertanian.

Semakin berkurangnya penguasaan
petani terhadap lahan pertanian pangan
dan semakin tingginya biaya pengolahan
pertanian mendorong perempuan keluar
dari pertanian, menggiring perempuan
keluar dari desa ke kota menjadi pekerja
rumah tangga atau buruh murah
diperkotaan. Dalam situasi ini siapa yang
paling dirugikan ? tentunya “petani
perempuan” dan siapa yang paling
diuntungkan ? para “Pemodal/kapital” ,
karena bisa mendapat keuntungan
sebesar-besarnya dari upah buruh yang
murah.

Masa Reformasi

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru
kenyataanya tidak meruntuhkan tekanan
kepentingan Kapitalisme di Indonesia,
reformasi semakin menguatkan
cengkeraman Neoliberalisme. Hancurnya

PEMBARUAN TANI

perekonomian
Indonesia dan
besarnya hutang luar
negeri semakin
memberi peluang bagi
Negara-Negara
kapitalis yang
terangkul dalam
Badan Moneter
Internasional (IMF,ADB) melakukan
tekanan terhadap pemerintah Indonesia,
dalam syarat pemberian hutang lanjutan
dari badan moneter tersebut. Bentuk
tekanan yang dilakukan seperti
memprivatisasikan asset-asset negara,
seperti Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) di lempar ke pasar global untuk
dijual sahamnya, seperti apa yang dialami
oleh PT. Indosat dan yang sekarang ini
dalam perdebatan saham bank Nasional
Indonesia (BNI).

Tekanan terhadap subsidi negara
terhadap sektor-sektor publik seperti
bahan bakar minyak (BBM), pendidikan,
kesehatan, dan lainnya perlahan
dikurangi hingga akhirnya akan
dihapuskan sama sekali. Peran
pemerintah terhadap rakyat digantikan
oleh peran swasta, dimana pemerintah
tidak mempunyai hak control terhadap
badan-badan swasta (asing) yang telah
menguasai sektor-sektor publik tersebut,
seperti telah dikeluarkannya undang-
undang yang mendukung penguasaan
pihak asing terhadap tanah, air dan arus
komunikasi.

Untuk bidang pertanian, dimasa orde
baru pemerintah memberikan subsidi yang
besar untuk keberhasilan revolusi hijau,
saat ini masih dibawah tekanan
neoliberalisme dikeluarkan kebijakan oleh
pemerintah untuk mencabut subsidi bagi
pertanian. Harga-harga sara produksi
pertanian dipasaran melonjak bahkan
terjadi kelangkaan pupuk. Hal ini
tentunya membuat petani yang telah
tergantung dengan pemakaian pupuk
menjerit. Akibatnya, rakyat semakin
dimiskinkan dengan dicabutnya subsidi
oleh negara. Siapa yang paling dirugikan
dengan kebijakan ini? “Perempuan”
tentunya, mengapa? Dalam budaya
masyarakat Indonesia perempuan adalah
pengelola utama perekeonomian keluarga.

Kepentingan pasar yang diusung oleh
neolib menciptakan proses ketidakadilan
pasar, karena sistem yang dibangun
didalamnya hanya memuat kepentingan
negara-negara maju. Arus lalu lintas
barang dan komunikasi yang bebas keluar
masuk dari negara mana pun akan
meminggirkan produk-produk lokal dan
dengan dibukanya pasar masyarakat akan
menjadi sasaran empuk pasar. Pola hidup
“Konsumerisasi” akan tercipta dan terus
meningkat, siapa target utama pasar dari
berbagai produk tersebut ? “perempuan”
juga karena peran-perannya dalam rumah
tangga akan mengikatnya dalam
memenuhi keperluan keluarga. Dan ini
menjadi peluang bagi pengusung neolib
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Belajar adalah salah satu upaya perempuan untuk mempelajari
struktur-struktur patriarkis yang selama ini menjepit, untuk
kemudian membebaskan diri dari struktur yang meminggirkan ini.

untuk
semakin menarik perempuan ke pasar
dunia.

Tantangan

Neoliberalisme juga menggunakan isu
gender untuk semakin menarik
perempuan ke pasar, perempuan semakin
mengalami perlakuan tidak adil oleh
neoliberalisme. Karena kesetaraan gender
yang diusung hanya untuk menguatkan
kepentingan neolib sendiri dan
menguatkan posisi mereka dalam
penguasaan pasar global. Issu kesetaraan
yang didengungkan kenyataannnya
melunturkan kearifan budaya lokal yang
selama ini dikelola oleh perempuan,
dengan dalih perempuan telah mengalami
ketidakadilan didalamnya.

Dalam pola hubungan masyarakat ada
proses ketidakadilan didalamnya, akan
tetapi yang harus dipahami bukan peran
perempuan dalam pertanian sebagai
bentuk ketidakadilan, akan tetapi adanya
pola hubungan yang tidak seimbang
antara laki-laki dan perempuan sehingga
tidak adanya penghargaan bagi petani
perempuan terhadap peran publik dan
domestik tersebut. keterlibatan dalam
berbagai peran lantas tidak diikuti dengan
pengembalian hak perempuan dalam
memperoleh berbagai kesempatan untuk
mengambangkan diri dan mendapatkan
akses ekonomi, sosial dan politik, akan
tetapi perempuan hanya ditempatkan
sebagai komoditi dan konsumen. Dan
inilah yang terus dikembangkan oleh
kapitalis pengusung paham
neoliberalisme. Tantangan perempuan
adalah menyingkirkan budaya yang
mengidentikkannya sebagai makhluk
kelas dua, dan terus berjuang
memposisikan diri sebagai makhluk yang
setara.

Sekarang sudah saatnya memberikan
ruang bagi perempuan untuk bersama
berjuang melawan tekanan neolib dan
saatnya bagi perempuan untuk tampil dan
aktif mengembalikan nilai-nilai dan
kearifan lokal yang telah dikikis oleh
neolib dan memerangi ketidakadilan yang
diciptakan. Keterlibatan perempuan
dalam perjuangan tani sangat besar
artinya, karena perempuan adalah
komunitas terbesar dalam dunia
pertanian. Semakin dibukanya ruang
informasi dan hak suara bagi perempuan
jangan justeru memberikan ruang bagi
masuknya faham neoliberalisme, akan
tetapi untuk membangun kesadaran
perempuan akan posisi dan perannya yang
telah digusur oleh kepentingan
kapitalisme.



Menurut sejarah,
sejatinya air adalah
untuk kehidupan
manusia. Jadi tepat
sekali apa yang dipilih
sebagai tema HAS
tahun ini, yakni “Air
untuk Kehidupan”,
karena air
sesungguhnya adalah
kebutuhan vital
manusia. Tanpa air,
manusia bisa mati.
Lebih luas lagi, petani
sangat membutuhkan
air bagi kehidupannya.
Tanpa air untuk
mengairi sawah
sebagai nafkah, tak
pelak lagi petani akan
sengsara.
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Memperingati Hari Air Sedunia (HAS) 2005;
STOP PRIVATISASI AIR!

ari Air Sedunia atau HAS, diperingati setiap
H tahunnya pada tanggal 22 Maret. Peringatan ini

sebagai wadah bagi umat manusia untuk
menjalankan keputusan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)
Bumi di Rio de Janeiro, Brasil tahun 1992.

Disinilah wakil-wakil dari masyarakat seluruh dunia
merumuskan Agenda 21, yang mendorong upaya bersama
untuk memanfaatkan dan melestarikan sumberdaya air
secara baik, benar dan berpihak pada rakyat. Setelah KTT
tahun 1992, HAS pun diperingati mulai tahun 1993 hingga
sekarang. Tiap tahun temanya berbeda, sesuai masalah yang
dipilih dan mengemuka.

Peringatan ini walaupun dirayakan setiap tahun, tetap
saja menuai keluh kesah masyarakat. Pasalnya, banyak
sekali pelanggaran atas sumber daya, hak, maupun
pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Ada di sebagian
daerah tak memiliki air sama sekali bahkan untuk minum!
Di bagian lain petani menderita kekeringan. Di belahan sana
sumber-sumber air diambil oleh perusahaan dan dikuasai,
bukan dibagi dan digunakan untuk kepentingan rakyat.

Inilah dia problematikanya, masalah air ini tidak
sesederhana yang kelihatan. Masalah-masalah ini
sebenarnya terjadi di seluruh belahan dunia, tak luput pula
Indonesia. Masalah ini semakin pelik, melihat banyaknya
pihak yang terlibat.

Menurut sejarah, sejatinya air adalah untuk kehidupan
manusia. Jadi tepat sekali apa yang dipilih sebagai tema
HAS tahun ini, yakni “Air untuk Kehidupan”, karena air
sesungguhnya adalah kebutuhan vital manusia. Tanpa air,
manusia bisa mati. Lebih luas lagi, petani sangat
membutuhkan air bagi kehidupannya. Tanpa air untuk
mengairi sawah sebagai nafkah, tak pelak lagi petani akan
sengsara.

Masalahnya, benarkah sekarang air digunakan sejati
untuk kepentingan hidup manusia? Karena belakangan
banyak kenyataan yang merebak kalau air ini ternyata
dimiliki oleh segelintir pihak saja. Disinilah masuk masalah
baru, karena air seakan-akan digunakan sebagai komoditas
dan dimiliki oleh orang-orang yang berpunya saja.

Di Indonesia sendiri, seharusnya negara adalah satu-
satunya pihak yang membantu mengelola air dan
menyalurkannya pada masyarakat. Namun kenyataan
ternyata masih pahit bagi saudara-saudara kita.

“Di Indonesia, kondisi yang dihadapi sama dengan di
negara-negara miskin lainnya. Saat ini, setidaknya 80 persen
atau sekitar 168 juta penduduk Indonesia belum
mendapatkan akses terhadap air bersih”, begitu kata Raja
Siregar, pemerhati masalah air dari WALHI.

Petani sendiri pusing melihat masalah air di Indonesia.
Sebagai salah satu sarana produksi tani, air memegang
peranan yang sangat penting bagi perut petani. Kini,
masalah-masalah yang menghadang rakyat kecil mengenai
air ini makin pelik saja. Mulai dari distribusi, privatisasi,
sampai campur tangan WTO, IMF, ADB dan organisasi kaki

tangan neoliberalisme lain dalam masalah ini.

Sudah mulai saatnya petani harus menyadari masalah ini.
Pemerintah juga jangan menutup mata akan munculnya
masalah-masalah baru mengenai air. Karena air adalah
untuk kehidupan, maka seharusnyalah sumber-sumber air
yang ada di bumi Indonesia dikelola oleh negara namun
selanjutnya juga digunakan sebesar-besarnya untuk
kepentingan rakyat. (mi)

TEMA-TEMA
HARI AIR SEDUNIA

1994

Peduli Akan Sumber daya Air adalah Urusan Setiap
Orang

1995

Wanita dan Air

1996

Air untuk Kota-kota yang Haus

1997

Air Dunia Cukupkah?

1998

Air Tanah-Sumber Daya yang tak Kelihatan

1999

Setiap Orang Tinggal di Bagian Hilir

2000

Air untuk Abad 21

2001

Air untuk Kesehatan

2002

Air untuk Pembangunan

2003

Air untuk Masa Depan

2004

Air dan Bencana

2005

Air untuk Kehidupan



dakah anda tahu bahwa
Atanggal 22 Maret setiap

tahunnya diperingati Hari
Air Sedunia? “Air Untuk
Kehidupan”, itulah temanya
untuk tahun 2005 ini. Dengan
peringatan ini Kita jadi
penasaran: bagaimana sih, cerita
air di negeri kita ini?

Masalah-masalah air

“Selain pengaturan dan
penyalurannya yang masih
tumpang tindih, di Indonesia
muncul banyak masalah lain
tentang air. Kekeringan, irigasi
petani yang bermasalah, juga
masalah privatisasi air”, begitu
kata Ali Fahmi dari FSPI.

Lalu, dari pengaturan dan
penyaluran sebenarnya kita bisa
belajar dari masa lalu dan hikmah
sejarah, lanjut dia. Contoh saja
sistem pengairan Subak, yang
sukses mengairi sawah-sawah dan
memenuhi kehausan rakyat Bali.
Prinsip-prinsip yang diwariskan
leluhur kita seperti Tri Hita
Karanayaitu intinya adalah
harmoni dan
kebersamaanditerapkan pada air.
Hal inilah yang mampu membuat
petani di Bali sangat kuat
solidaritasnya.

Pemerintah sendiri melalui
Perusahaan Air Minum (PAM) dan
perusahaan-perusahaan daerahnya
dianggap masyarakat masih belum
memuaskan dahaga masyarakat
akan air. Rakyat Gunung Kidul
seperti Supri, contohnya, masih
harus mengalami kekeringan jika
musim kemarau tiba. Di jakarta,
penyaluran air dijatah dan air
keruhhampir tidak layak minum.
Di Bandung, air keran hidup-mati
tanpa bisa ditebak. Dimanakah
konsep “Air untuk Hidup” itu
jadinya?

Air untuk kehidupan adalah
tema sentral yang cukup agung di
Indonesia. Jaman dahulu, hal ini
diakui setidaknya dalam sistem
komunitas di Jawa. Joko Tirto
(penghulu air), adalah bagian dari
masyarakat yang bertanggung
jawab atas pembagian dan
penyaluran air. Dengan semangat
gotong royong dan kebersamaan,
jaman dahulu Indonesia bisa
memajukan pertanian, dikenal
sebagai negeri agraria. Rakyat pun
mendapat perlakuan yang adil dan
mengamini hak-hak mereka atas
air.

Hak atas air inilah yang menjadi
sorotan banyak organisasi. Di
Filipina, Bolivia, Argentina,
Srilanka, Mexico, dan banyak
negara lainnya kasus hak atas air
menjadi tinta merah yang
berbekas. Disinilah dimulai
pelanggaran hak-hak rakyat serta
akses terhadap air, yang dibantai
habis oleh privatisasi.

“Terlalu banyak
masalah di dalam UU
N0.7/2004. Diantaranya
ada pasal-pasal yang
sangat tidak memihak
rakyat. Nantinya yang
akan diakomodasi akan
terus kepentingan
perusahaan, karena dia
membayar kepada
pemerintah”

Melalui privatisasi air ini pulalah
banyak rakyat menderita, karena
harga yang dipatok bagi airyang
notabene merupakan hak
rakyatharus dibeli dengan tinggi.
Bahkan di Indonesia, harga air
terus meningkat. Tahun ini,
bahkan seliter air lebih mahal dari
seliter BBM! Tentunya Indonesia
tak sendiri. Di Filipina dan Bolivia,
tarif air dinaikkan 300% dan
sumber daya air milik rakyat
diokupasi, lalu diprivatisasi.

Masalah air ini di Indonesia tak
luput dari intervensi asing yang
mencoba merebut sumber daya air
milik rakyat. Kebangkrutan dan
korupsi yang diderita pemerintah
membuat negara tak mampu lagi
memikul beban pengolahan air
negara. Dengan hutang dan
kinerja yang buruk, datanglah
WTO menawarkan program
WATSAL (Water Resources
Structure Adjustment Loan)yakni
pinjaman dari WTO bagi
pengaturan sumber daya air.

Mulai disinilah era air dianggap
sebagai komoditas ekonomis.
Swasta mulai masuk dan
mencengkeram sumber air. Mata-
mata air milik rakyat dirampas
dan dijadikan lumbung untuk
industri air minum, perusahaan air
minum diambil alih dan digantikan
oleh kepemilikan asing. Air dijual,
dan kekeringan bagi petani
semakin meraja.

Kekeringan ini bukan hanya
secara harfiah saja, karena dengan
anggapan bahwa air adalah
komoditas ekonomis maka air bisa
menjadi sarana menggapali
keuntungan bagi pihak-pihak
yang melakukan privatisasi air.
Dengan kenyataan bahwa air
menjadi komersil, hancurlah sudah
hak-hak rakyat untuk menikmati
hidupnya. Hanya orang-orang yang
memiliki uang yang bisa
menjangkau air, dan petani
bersama rakyat miskin semakin
kehausan di ujung sana.

UU No0.7/2004 tentang sumber
daya air
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Alr untuk Kehidupan
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Masalah lain lagi muncul bila
menelaah tentang UU No.7 yang
disahkan tahun lalu oleh DPR.
Melalui proses yang kurang
demokratis, tiba-tiba saja undang-
undang ini lolos dan dijalankan.

Masyarakat mencium undang-
undang ini disahkan untuk
melegitimasi agenda
neoliberalisme di Indonesia.
Dengan ini pula masuk
perusahaan asing untuk memiliki
akses air di Indonesia (lihat di data
perusahaan air minum daerah).
Bisnis air juga merupakan bisnis
yang 'basah’, karena pangsa
keuntungannya adalah sekitar
US$ 400 milyar (sekitar 360
trilyun rupiah!).

Pertentangan utama dalam UU
ini selain masalah di atas adalah
adanya manajemen Hak Guna
Pakai dan Usaha, yang
memungkinkan investor
mengambil alih sumber air.

“Terlalu banyak masalah di
dalam UU No.7/2004. Diantaranya
ada pasal-pasal yang sangat tidak
memihak rakyat, seperti Hak Guna
(Pakai dan Usaha) di pasar 7, 8
dan 9. Disitu dikatakan bahwa
rakyat boleh memakai air bagi
keperluan sehari-hari dan
pertanian, tidak memerlukan izin.
Namun Hak Guna Usaha juga
diperbolehkan bagi pihak yang
berminat (dalam kasus ini sektor
privat, yakni perusahaan) dengan
izin pemerintah. Hal ini tentu saja
mewujudkan diskriminasi antara
rakyat dan perusahaan. Nantinya
yang akan diakomodasi akan terus
kepentingan perusahaan, karena
dia bayar kepada pemerintah”,
begitu kata Ustadz M. Ismail
Yusanto dari Hizbut Tahrir
Indonesia di sela-sela diskusi
tentang privatisasi air.

Masyarakatpun berang. Selama
sudah beberapa bulan terakhir,
mereka bertekad membawa UU ini
ke Mahkamah Konstitusi Rl untuk
diuji kembali apakah UU ini layak
dilanjutkan pelaksanaannya.

Masyarakat terus menanti
keberpihakan pemerintah dalam
hal ini, untuk tidak melanjutkan
undang-undang yang sangat
memungkinkan privatisasi air di
Indonesia ini.

Masa depan air

Masalah kekeringan, distribusi
dan privatisasi air adalah masalah
utama yang dihadapi negeri ini.
Sejalan dengan semangat
peringatan Hari Air Sedunia yang
mengambil tema “Air untuk
Kehidupan”, petani dan rakyat
optimis mengembalikan masalah-
masalah ini kepada pemerintah,
melalui konstitusi (jalur hukum).

Karena secara hukum,
menikmati dan menggunakan air
adalah hak rakyat seperti yang
tercantum dalam UUD 1945 pasal
33. Sebenarnya negara harus
berperan banyak dalam
mengembalikan air kepada rakyat,
namun pemerintah Indonesia
dalam hal ini malah mengurangi
perannya dalam perlindungan hak-
hak tersebut. Negara harusnya
menyadari bahwa melindungi hak
dasar rakyat seperti masalah air
ini adalah kewajiban.

Negara harusnya mengetahui
dampak privatisasi nantinya.
Karena air adalah hak dasar
manusia dan kebutuhan dasar,
maka sangat bodoh jika kita
memberikan sumber daya
sepenting ini bagi pihak-pihak
asing (WTO, IMF, ADB), bahkan
anehnya lagi, perusahaan-
perusahaan air raksasa (Suez,
Vivendi, Thames, Danone, dan
lainnya). Bayangkan jika negara
tanpa airatau air dikuasai bukan
oleh negara, maka petani dan
sektor lain akan runtuh.

Dengan ini petani bersama
masyarakat juga harus berjuang
menuntut haknya atas air, karena
rakyat bersatu tak bisa
dikalahkan. Tolak Privatisasi Air,
Tolak UU No.7/2004, karena Air
untuk Kehidupan. (mi)
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Petani Lebak Picung

Berladang di Atas Bukit

Sebagai organisasi perjuangan petani, FSPI memiliki
anggota yang tersebar diseluruh Indonesia. Untuk tetap
menjaga dan memperkuat perjuangan tersebut penting
untuk mengadakan kegiatan kunjungan antara sesama
anggota serikat. Kali ini Kelompok tani yang dikunjungi
adalah anggota Serikat Petani Lampung (SPL) di Dusun
Lebak Picung Desa Ketapang Kabupaten Tanggamus.
Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Seminar
Kampanye Kedaulatan Pangan FSPI di Lampung.
Rombongan berjumlah sebelas orang terdiri dari petani
Serikat Petani Sumatera Selatan (SPSS), petani dari
Persatuan Petani Jambi (Pertajam), petani dari Serikat
Petani Banten (SP-BAnten), petani dari Serikat Petani
Jawa Timur (SP-Jatim) serta didampingi staff dan deputy
FSPI.

Menempuh perjalanan tiga jam dari Ibu Kota
Lampung, laut dan hamparan sawah petani menjadi
pemandangan sepanjang perjalanan menuju Lebak
Picung Kabupaten Tanggamus. Kabupaten Tanggamus
merupakan salah satu sentra penghasil beras di Propinsi
Lampung. Jika kita melihat kondisi tersebut alangkah
tidak bijaksananya langkah pemerintah untuk
mengimport beras dari luar. Sedangkan kebutuhan
pangan bisa tercukupi dari hasil produksi petani
Indonesia yang melimpah.

Menuju Dusun Lebak Picung dengan menggunakan
kendaraan hanya sampai di Desa Ketapang saja,
kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki selama dua
jam dengan kondisi jalan yang menanjak melalui hutan.
Setelah beristirahat sebentar di rumah anggota
kelompok, perjalanan kembali dilanjutkan. Tidak terasa
jalan terus menanjak, peluh sudah bercucuran
membasahi pakaian.

Sepanjang perjalanan yang tampak hanya perbukitan
hijau oleh tanaman petani. Pohon Kopi, Coklat dan
Pisang adalah mayoritas tanaman yang ada di sepanjang
perjalanan. Sesekali rombongan berhenti untuk
beristirahat dan membasuh kaki di sungai yang mengalir
di sepanjang jalan yang lewati. Suara gemericik air
sungai dan semilir angin mengiringi langkah menuju
Lebak Picung.

Tidak terasa dua jam sudah berjalan, rombongan
akhirnya tiba di Dusun Lebak Picung. Sambutan dari
wajah hangat dan ramah petani Lebak Picung seketika
menghilangkan rasa lelah. Hawa dingin yang sejuk
menerpa ketika pertama kali menginjakan kaki di Dusun
Lebak Picung.

Setelah beristirahat sebentar dan makan siang,
kegiatan dilanjutkan pertemuan dengan anggota
kelompok di Musholla yang hanya satu-satunya di dusun
tersebut. Dalam pertemuan selama hampir tiga jam, para
petani saling menceritakan kondisi organisasi dimasing-
masing daerah dan tukar pengalaman tentang kegiatan
yang telah dan akan dilakukan.

Petani Lebak Picung merupakan anggota Serikat
Petani Ketapang yang tergabung dalam SPL. Kelompok

“Perluasan hutan
register yang dilakukan
oleh pemerintah telah
merambah tanah
pertanian masyarakat.
Sehingga petani yang
pada awalnya bercocok
tanam di tanah mereka
dianggap telah merusak
hutan lindung, karena
tanah tersebut oleh
pemerintah telah diubah
statusnya menjadi hutan
lindung,” ujar Sekjen SPL,
Purnomo.

ini di bentuk pada tahun 2002, dengan anggota sebanyak

enam puluh orang petani laki-laki dan petani perempuan.

Sejak setahun lalu kelompok sudah memiliki kebun
kolektif yang dikelola secara bersama-sama. Kebun
seluas 1,5 hektar tersebut ditanami dengan tanaman
coklat dan diselingi tanaman padi ladang.

Pertemuan kelompok diadakan setiap bulan di
musholla, untuk membahas permasalahan yang ada di
kelompok. Karena kurangnya pendidikan yang diterima,
kelompok kesulitan dalam mengembangkan organisasi
dan membuat program kerja.

Kelompok tani Lebak Picung telah melakukan
pertanian organic dan tidak mengenal pestisida kimia
dalam bercocok tanam. Lahan pertanian yang mereka

miliki sangat subur sehingga tidak membutuhkan pupuk.

Tanaman mereka juga jarang diserang hama kecuali
hama Babi Hutan dan Ketek Putih (Monyet Putih).

Dari atas Dusun Lebak Picung kita bisa melihat
pemadangan yang indah. Perbukitan hijau mengelilingi
dusun. Di kejauhan nampak laut yang biru. Nama Lebak
Picung memang terdengar agak sedikit aneh bagi orang
awam. Menurut Bapak Icang salah seorang tetua di
dusun itu, Lebak artinya lembah sedangkan Picung
artinya Pohon Kepayang. Lebak Picung artinya lembah
yang dikelilingi pohon kepayang. Memang Hutan
Kepayang seolah-olah memagari Dusun Lebak Picung.
Dibalik rimbunnya pohon kepayang itulah kebun petani
berada. Berbagai tanaman mereka tanaman untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

“Sejak tahun 1976 kami sudah membuka lahan untuk
bertani di daerah ini tapi di sini kami hanya bertani saja,
anak-anak kami yang bersekolah tinggal di Desa
Ketapang bersama neneknya dan kami memiliki rumah
di Desa Ketapang” kata Ibu Asih. Memang tidak banyak
keluarga yang tinggal di Lebak Picung, hanya dua puluh
kepala keluarga saja dan semuanya adalah petani yang
tergabung dalam Serikat Petani Lampung (SPL). Dusun
ini tidak memiliki fasilitas seperti penerangan, sekolah
dan sarana kesehatan lainnya. Anak-anak mereka yang
masih bersekolah tinggal di Desa Ketapang bersama
saudara mereka yang lain, sedangkan yang masih balita
ikut dengan orang tuanya bertani di Lebak Picung.

Sebulan sekali mereka akan turun ke Desa Ketapang
untuk melihat keluarga yang tinggalkan. Kebutuhan
sehari-hari seperti sembako dibeli dari pedagang keliling
yang datang setiap hari, sementara untuk sayur-sayuran
mereka menanam sendiri. Di sekitar Dusun tersebut
juga terdapat dusun lain dengan pola kehidupan yang
sama dengan Dusun Lebak Picung.

Wilayah Lebak Picung merupakan wilayah yang terjal
dengan kemiringan sekitar 30°-40°. Untuk menghindari
terjadinya longsor maka para petani banyak
menanaminya dengan pohon kopi. Hasil panen dijual
kepada agen yang datang langsung ke Lebak Picung.
Memang harga dari agen lebih murah dibandingkan jika
mereka menjual langsung ke Desa Ketapang. Tetapi

untuk membawa hasil panen dikenakan ongkos angkut
sebesar dua ratus rupiah perkilogram. Sehingga jika
dihitung-hitung pendapatan nya tidak jauh berbeda
antara menjual langsung dengan menjual ke agen.
Ketergantungan kelompok kepada agen menyebabkan
agen yang menentukan harga. Apalagi ketika musim
paceklik tiba semua kebutuhan pokok petani sangat
tergantung kepada agen (tengkulak).

Menurut ketua kelompok Organisasi Tani Lokal (OTL)
Lebak Picung, Bapak Komaruddin, mereka pernah
mencoba mengumpulkan hasil panen untuk dijual secara
bersama-sama, tapi ketika musim paceklik tiba petani
kesulitan mendapatkan bahan pokok karena semua di
suplay dari agen (tengkulak), sehingga tetap saja agen
yang menentukan” Lanjut Pak Komaruddin.

Ketenangan petani Lebak Picung terus diusik dengan
berbagai macam program reboisasi hutan dari
pemerintah. Pada tahun 1998 Keputusan Menteri
Kehutanan tentang Hutan Kemasyarakatan yang
dilanjutkan dengan program Gerakan Nasional
Rehabilitasi Hutan Lindung (GNRHL) ditolak oleh
petani. Program GNRHL ini adalah menanami hutan
dengan tanaman Mahoni, Durian dan lain-lain. Program
ini ditolak oleh petani karena pada proses penanaman
jarak antara tanaman hanya empat kali empat meter.
Dengan kondisi yang seperti itu lahan tidak layak lagi
untuk ditanami tanaman lain oleh petani.

“Perluasan hutan register yang dilakukan oleh
pemerintah telah merambah tanah pertanian
masyarakat. Sehingga petani yang pada awalnya
bercocok tanam di tanah mereka dianggap telah merusak
hutan lindung, karena tanah tersebut oleh pemerintah
telah diubah statusnya menjadi hutan lindung. Padahal
Dibalik itu semua ada rencana pemerintah untuk
memberikan tanah tersebut kepada perusahaan
perkebunan. Dengan alasan merusak hutan dan reboisasi
dilakukan penggusuran terhadap tanah petani,” ujar
Sekjen SPL, Purnomo.

Selain itu juga petani sering didatangi aparat
pemerintah untuk dimintai uang berkaitan dengan Perda
luran hasil hutan non kayu. Besarnya kutipan itu
bervariasi antara Rp. 36.000 Rp. 60.000 per hektarnya.
Tapi sejak beberapa tahun yang lalu tepatnya sejak
kelompok dibentuk, petani sudah jarang dimintai uang
karena mereka secara bersama-sama menolak untuk tidak
memberi uang kepada aparat.

Tidak terasa hari sudah sore, rombongan segera pamit
pulang dan melanjutkan perjalanan ke daerah masing-
masing. Terpancar semangat di wajah-wajah petani
Lebak Picung, semangat berjuang dibalik tangan-tangan
kasar ketika berjabat erat tanda perpisahan. Kunjungan
ini semakin menguatkan semangat diantara para petani
untuk berjuang, dengan harapan dan keyakinan bersama
merebut hak yang dirampas demi Kedaulatan Petani.
Hidup Petani....! (tz)
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Penjernihan Air Menggunakan
Arang Sekam Padl

Kebutuhan akan air bersih di daerah pedesaan dan
pinggiran kota untuk air minum, memasak ,
mencuci dan sebagiannya harus diperhatikan. Cara
penjernihan air perlu diketahui karena semakin
banyak sumber air yang tercemar limbah rumah

tangga maupun limbah industri.

Cara penjernihan air baik secara alami maupun
kimiawi akan diuraikan dalam bab ini. Cara-cara
yang disajikan dapat digunakan di desa karena
bahan dan alatnya mudah didapat. Bahan-bahannya
anatara lain batu, pasir, kerikil, arang tempurung
kelapa, arang sekam padi, tanah liat, ijuk, kaporit,

kapur, tawas, biji kelor dan lain-lain.

Sekam padi banyak terdapat didaerah pedesaan,

namun penggunaan sekam padi belum

dimanfaatkan sepenuhnya. Uraian ini adalah salah

satu cara memanfaatkan sekam padi untuk
memperoleh air bersih yang merupakan kebutuhan

dasar bagi masyarakat.

Alat dan Bahan

1) Arang sekam padi

2) Kayu bakar

3) Sampah-sampah/tanah

4) Pipa

5) Kerikil

6) Kawat ram

7) Lumpur

8) Drum diameter 40 cm dan tinggi 72 cm

Cara Pembuatan

1. Dasar drum dibuat lubang-lubang kecil (diameter
2 mm) dan 4 lubang dengan diameter 3,5 mm.
Pada dinding drum diberi 6 lubang berdiameter
3,5 mm. Jarak antara masing-masing lubang 10
cm. Bagian Kiri dan kanan drum dipasangi pipa
yang panjangnya 15 cm. Pada bagian dasar dari
drum diberi kawat ram (lihat Gambar 1).

2. Tungku pembakaran : Tungku pembakaran
adalah tungku rumah tangga yang dimodifikasi
untuk pengarangan kayu bakar. (lihat Gambar 2).

3. Alat penjernihan air terdiri atas 2 bagian :

a. Alat pengendapan yang terbuat dari drum.

Penggunaan
Proses penyaringan air:

1. Tahap pertama pengendapan

atasnya. Di atas arang sekam padi diberi ijuk.
4. Pembuatan arang sekam padi :

a. Secara tradisional arang sekam padi dibuat
dalam suatu lubang yang berukuran : panjang
50 cm, tinggi 30 cm dan diameter 50 cm, dengan
kapasitas 5 kg. Sekam dibakar di atas tungku
singer. Sekam yang sudah terbakar ditutup
tanah dan diatasnya diberi sampah. Pada salah
satu sudut lubang diberi pipa udara.

b. Cara lain dengan menggunakan drum sebagi
tungku pembakaran. Temperatur pada waktu
pengarangan 4000-6000 C dan lama
pengarangan 2,5 jam. Bahan bakar kayu yang
digunakan 5 kg, untuk 5 kg sekam padi.
Gambar 3. Alat Penjernihan Air
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2. Tahap kedua penyaringan dengan arang sekam

padi kira-kira 10 cm tebalnya. Proses penyaringan

ini bekerja selama 6 jam/hari.

b. Alat penyaringan yang dibuat dari gentong.

Pada dasar gentong diberi kerikil dan arang
sekam padi setebal dari 10 sampai 20 cm di

| nvestas

Tejo Pramono

eusai shalat magrib dan berdzikir,
SKang Selamet, seorang petani kecil

dari desa Udik, menyalakan televisi
empat belas inci-nya. Sambil menunggu
makan malam yang disiapkan istrinya,
pencet-pencet channel televisi
dihadapannya. Dicarinya siaran berita,
salah satu acara televisi yang
digemarinya. Meskipun petani, toh dia
tidak mau ketinggalan informasi dan
perkembangan negeri.

Ada yang mengganjal di hati petani
tengah baya ini, setiap kali ia melihat
siaran berita. Hatinya bertanya-tanya,
mengapa setiap kali tampil di TV, para
pejabat selalu ngomongin investasi?
Presiden, menteri, anggota DPR, para ahli
ekonomi, pengamat politik, profesor,
doktor, semuanya ngomong investasi.
Kalau pengusaha sih memang itu
urusannya.

Pejabat A ngomong begini,” Untuk
menyelamatkan perekonomian dan
memulihkan bangsa dari Kkrisis, kita
memerlukan investasi asing. Karena
investasi asing akan menciptakan
pertumbuhan ekonomi.”

Besoknya pejabat B menimpali, “kita
harus memberantas korupsi, karena
pihak asing tidak akan mau menanamkan
modalnya ke Indonesia! Kalau tidak ada
investasi maka akan tetap banyak
pengangguran”

“Ah, betapa lancar dan fasihnya tokoh-
tokoh itu bicara,” pikir Kang Selamet.

Padahal seingatnya, justru karena

investasi, Si Ucok kawannya di Sumatera
kehilangan tanah. Apalagi Investasi
asing, mereka membeli tanah-tanah
petani, bahkan juga menyerobot dengan
paksa, sehingga para petani, termasuk
Ucok terpaksa menjadi buruh harian di
perkebunan sawit.

Selain si Ucok, dia juga masih ingat
bagaimana cerita kawan lainnya beberapa
tahun silam. la diusir dari desanya gara-
gara investasi asing yang dibiayai Bank
Dunia. Katanya ada proyek pembangunan
bendungan besar.

Kang Selamet, juga masih ingat cerita
Si Dadap pemuda desa yang baru saja
kembali dari kota. Dahulu pemuda itu
meninggalkan desa untuk berjualan baju
di lbukota. Saat itu usahanya nampak
maju. Namun seminggu yang lalu, Kang
Selamet  bertemu dengannya sedang
berjualan baju di pasar desa.

Kala itu Si Dadap berkata, “Met,
sekarang di kota banyak investor asing
yang mendirikan super market, mal-mal,
dan toko-toko besar yang pake AC. Kami,
pedagang kecil digusur dan pasar-pasar
digantikan oleh pusat-pusat grosir. Jadi,
ya aku harus pulang lagi ke desa berjualan
disini.”

Mendengar itu semua Kang Selamet
hanya bisa geleng-geleng kepala.
Investasi yang dipuja para elit, nyatanya
hanya menyusahkan orang kecil.

Pikiran itu dibawanya sampai ke
rumah. Sejak saat itu Kang Selamet
terlihat bermuram durja. Pada suatu
malam yang melelahkan, dimana
penduduk desa sudah terlelap di telan
kantuknya masing-masing. Kang Selamet
merenung seorang diri, hanya di temani
kepak sayap kelelawar yang sesekali
terdengar berkelahi berebut jambu

Gambar 3. Tangki penjernihan air

Pandangan depan

D I
Pamidaiijan sampling kanan

Gambar 1. Sketsa dasar drum

Pandangan muka

Gambar 2. Tungku pembakaran

Sumber : Buku Panduan Air dan Sanitasi, Pusat Informasi Wanita dalam Pembangunan PDII-LIPI

bekerjasama dengan Swiss Development Cooperation, Jakarta, 1991.

Disadur oleh : Esti, Haryanto Sahar

matang dahan-dahan pohon. Dilihatnya
sang istri tertidur lelap bersama dua
anaknya. Semaikn keras merenung, Kang
Selamet sampai juga dengan
kesimpulannya sendiri tentang investasi
yang dipikirkannya sejak tadi siang.

la menyimpulkan, investasi milik para
elit, para pejabat, pengusaha, Bank
Dunia, IMF, negara-negara kapitalis,
serta para ahli ekonomi dan politik yang
disewa oleh para kapitalis, termasuk
partai politik yang bekerja hanya untuk
cari untung. Merekalah sebenarnya yang
mengusir rakyat agar tidak lagi memiliki
dan menguasai sumber-sumber
kehidupan seperti tanah, air, benih dan
berbagai macam jenis lapangan usaha.

Pikirnya, para investor sengaja datang
ke Indonesia, karena di Indonesia
penduduknya banyak, dan itu
merupakan pasar potensial. Mereka juga
datang untuk menguasai tanah dan
kekayaan alam lainnya.

Gayung bersambut, mereka bertemu
dengan pejabat kita mempunyai
mentalitas babu. Mereka bersekongkol
merampok tanah, air dan sumber-sumber
agraria, yang dimiliki rakyat. Mereka
lebih bangga bila bule-bule itu datang dan
memerintah sarjana-sarjanakita.

“Duh mahasiswa, aktivis kelas kambing
betul kalian. Ngakunya memperjuangkan
rakyat, tapi kalian sendiri adalah manusia
pintar bermental inlander yang maunya
hanya hidup mapan bekerja sebagai
karyawan perusahaan besar,” keluh Kang
Selamet suatu ketika.

Malam berganti siang, dan siang
kembali berganti malam, namun keadaan
tidak berubah. Hanya, pikiran Kang
Selamet yang berubah menjadi terang.
Baginya sudah jelas, sumber-sumber

agraria yang sangat penting dan
menjamin kehidupan rakyat, harus
dibagikan kepada rakyat dan dikuasai
secara adil oleh rakyat. Karena
kedaulatan negara itu akan ada hanya
jika rakyatnya memiliki kedaulatan
untuk menguasai kekayaan alam secara
adil.

la yakin, negara akan kehilangan
kedaulatannya jika kekayaan alam
diperuntukan bagi kepentingan investasi
asing atau penguasahabesar.

Seandainya kekayaan alam dikuasai
secara adil, maka pemerintah tinggal
membangun jalan aspal, jembatan,
saluran irigasi, klinik kesehatan dan
sekolah yang uangnya diperoleh melalui
pajak dan tabungan rakyat di bank-bank.
Dengan demikian rakyat yang telah
memiliki tanah tetap bisa kecukupan
sandang, pangan dan papan.

Namun kenyataannya pemerintah
terus mendorong investasi, kesenjangan
semakin melebar, yang kaya makin kaya,
yang miskin makin miskin. Sementara
ekonomi rakyat pasti akan tergilas.
Pemuda pemudi desa hanya akan pergi
menjadi TKI atau babu di kota.

Sebelum tidur terpikir oleh Kang
Selamet, bila ingin bangkit, rakyat sendiri
yang harus bersatu untuk merebut
kembali sumber sandang pangannya,
karena tidak mungkin orang kaya mau
membagikan kemewahannya.

Tiba-tiba seekor burung bence menjerit
dari kejauhan. Konon, orang-orang bilang
itu pertanda desa akan kemalingan.
Memang, akhir-akhir ini suara burung
bence lebih sering terdengar dan desa-desa
terus menerus kemalingan oleh tangan-
tangan tak terlihat, oleh struktur yang
menindas.
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